
GlJDERNUR LAMPIJNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G 1 495 I B.I111HK 12012
 

TENTA1~G 

EVALUASlRANCANGANPERATURANDAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang 
Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Vndang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan hUTUf a tersebut di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Gubemur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Daerah: 

Mengingat L	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah: 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan :	 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-369/MK.7/2012 Tanggal 13 Juni 2012 hal Hasil 
Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Daerah. 



MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG 
RETRIBUSI DAERAH. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang 
Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, n dan HI Keputusan ini 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, 

KEOUA	 Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera 
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempumakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubemur Larnpung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

KELlMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ,:: S Jl.i ~\ (" 

GUBERNURLAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Tenibusan : 
I. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung: 
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa: 
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 



---

LAMPIRAN I :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/495/BJII/HK/2012 
TANGGAL : 25 JUNI 2012 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGA:N PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 

TENTANG RETRIBU SI JASA USAHA
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d bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqairnana dirnaksud I d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana IKonsideran huruf d 
Menimbang 
Konsideran 

dirnaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu disernpurnakan 
Peraturan Daerah Kabl4~ateA bamFH:lRS .. 8a~t tentang 
~ huruf a, huruf b dan huruf c perlu mem8eF1t~k 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa 
Retribusi Jasa Usaha; usana: 

2 Daser Hukurn 5. Undanq-Undanq Nornor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan I 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Dasar Hukum: 
Mengmgat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Perikanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 Angka 5,6,7, S, 9, 12, 13 

118, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik drsernpurnakan. 
Nomor 4433), Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 2. urutan disesuatkan hirarki 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perundanq-undanqan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 3, anqka 14 dihilangkan 
Nomar 154, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 4, Angka 15 disempurnakan, 
Indonesia Nomor 5073); selanjutnya urutan 

menyesuaikan hirarki . 
perundanq-undanqan I 

6, Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang I 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
~ telah beberapa kali 9jw8iiR. terakhir dengan Undang telah diubah beberapa kali terakhir denqan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 

7 Undang~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang I 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor ~); Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

I 
.1 i 

8, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang I 8. 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lernbaran Negara 
RepubllK tnoonesia i anun L.OU~ 1~(J[1IU1 64, ~ ..~HIIJc:ti 1<:111 L 
L~mbaran Negara Repubhk Indon.~sla Nomor 5010-L).e.-;__-J. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (t.ernbaran Negara Republik Indonesia 
"'If"" -~-, - 11"'t,,('!,M,O ad ~,,,~_-'f '" AI T~~b;J~3M I ~f¥\h~f'~n ~'Ag~r~
~dlIUII .bVV~ li'lviilVI • _, • ..;;tHY I. oc ,,=,,:;;.",""'~,.J..' .. ~ -

Republlk Indone:____ _ _ 
i 

J 
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ndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang I9. Undang~Undang Nornor 18 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lernbaran Negara 
Tahun 2009 Nomer 11, Tarnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 
Republik Indonesia Nornor 4966); lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

12, Undanq-Undanq Nomor ~ Tahun~ tentanq I 12. Undanq-Undanq Nornor 12 Tahun 2011 tenlang 
Pernbentukan Peraturan Perundanq-undanqan (Lembaran Pembentukan Peraturan Perundanq-Undanqan 
Neqara Republik Indonesia Tahun ~ Nomor 82. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nornor Nornor 82, Tambahan l.ernbaran Negara Republik I 

5234); Indonesia Nomor 5234); 
13.	 Peraturan Pemerintah Nornor 82 Tahun 1999 tentang I 13. Peraturan Pernerintah Nornor 82 Tahun 1999 tenlang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Angkutan di Perairan (Lernbaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 1999 Nemor ~, Tarnbahan lembaran tndonesia'ranun 1999 Nornor 187, Tambahan lembaran 
Negara Republik lndonesiablomor 3907); Negara Republik IndonesiaNomor 3907); 

~ 4,	 PSFat~raR PeR:lSriAtal:l ~JeFfler 14 Tat:lt.lR 2QQQ teRtaRS Tarif
 
Ata6 J9Ris P9A9r;fRaaR ~JesaFa l!j~kaA Pajak yaFlfJ Qerlal(ij
 
Paea QepartemeR PeFt:l ...ewFlsaFl(beFfl9araFl ~Jesara
 

RSFH410llik IR61eResiaTa~"Fl ~OQQ ~Jem9r 27, Ta~Bal:liR
 

teFABarar:l~Jet13raRe~w~lil( lRd&fl8siaNem€lr ~Q"G}c;
 

15,	 Peraturan Pernerintah Nomor eQ TaRI:4F1 ~QQ~ tentang 115. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabubanan (t.ernbaran Negara Republik Kepelabuhanan (Lernbaran Negara Republik 
IndonesiaTahun ~ Nomor 127, Tarnbahan lembaran IndonesiaTahun 2009 Nornor 151, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesiatqornor 4449); Negara Republik lndonesiablornor 5078); 

Disernpurnakan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKASUPATEN 

Dengan Persetujuan Bersama Diktum Memutuskan Dengan Persetujuan Bersarna 3 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

lAMPUNG SARAT I AMPUNG BARAT 
dan dan 

BUPATILAMPUNG SARAT BUPATILAMPUNG SARAT 
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH TENTANG I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG I Pengetikan kala "Dalam .... " 
RETRIBUSI JASA USAHA. 

Ketentuan Umum 4 
RETRIBUSI JASA USAHA. disejajarkan dengan kala 

PERATURAN pada DiktumBAB I BAB I 
Menetapkan 

Pasal 1 
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam ...... Dalarn .. 

BASIl! BAS III I Judul BAB III disernpurnakan 
Penetapan Tarif 
Prinsip dan Sasaran 5 

PRINSIP DAN SASARAN QALAM PENETAPAN TARIF PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
 
Retribusi
 RETRIBUSI 

J
Pasal 9 disempurnakan 

£L;!:;;et,. f.)et"h'l",i ~iap plilInY;Ule:lR ~FlR ~';U~VFJl=Iii131R f.asilitii6 Pasal Eilf8Sir Iolerba'}ai Denqan nama Retribusi Pasal Grosir dan/atau Pertokoan 
6 INama, Objek dan I Pasal 9	 I Pasal 9 

JOR", ba"'R~ .aR 1<I••li... Pa.allp.R.~••R yan~ .i~••lfa~kan dipungut retribusi sebagor pembayaran atas peiayanan I I 
a~a~9i6eI8R~H~arakaR eleR Pe~8fiFltat:l Qa8F51R QSFl~aR ei~wRs ..t penyediaan Pasar Gres,r danfatau Pertokoan I 

___~ ;9~~a R9V~lolw6i Pasal GF8siro?"lat61w PeRekeaR. _~____	 . _L 
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Bagian Kesatu
 
Nama, Otljek83R S~9jekR9'Fi9101gi
 

Pasal20
 

Pasal30 
Denqan nama Retnbusi Tempat Penqinapan/ P96aRgimRaR8+fjltRs~d 

Retribusi sebaqai pernbayaran atas pelayanan tempat 
penqinaperrpesanqqrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pernerinteh Daerah. 

Bagian Kesatu
 
Nama, Otljel<e8R Sw~ekR8'Fi9l;4gi
 

Pasal50
 
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi sebaqai
 
pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
 
menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau QkJikelola oleh
 

· Pernerinten Daerah. 

I Baqran Kesatu 
Nama, O~ekeaR S",9jekR9tFi~"'&i 

Pasal55 
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, penjualan hasil 
produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut selwFwRRya s9~a~ai FQtri9ysi. 

Pasal5 
I (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian 

kekayaan daerah. 
(2)	 Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana 

dirnaksud ayat (1) adala'h penggunaan tanah yang tidak mengubah 
fungsi dari tanah tersebut. 

Pasal 16 
(1)	 Objek Retribusi Tempat Pelelangan aoalaR~9FlyeQiaaR tempat 

pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah 
untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan 
termasuk jasa pelelanqan serta fasilitas lainnya yang disediakan 
diternpat pelelangan. 

(2)	 Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk 
dijadlkan sebagai tempat pelelangan. 

(3)	 Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 
oleh BUMN, SUMO dan pihak swasta 

4 

Bagian Kesatu
 
Nama, ObJek dan Subjek Retribusi
 

Pasal20
 

Pasal30 

c~ _~__~ +_ ~_~-~ ~_ 

Dengan nama Retribusi Ternpat Penginapan/Pesanggrahan 
dipungut Retribusi sebaqa pernbayaran atas pelayanan ternpat 
penginapanJpesanggrahan yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

Pasal50 
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retnbus 
sebagai pernbayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau 
barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimilikl 
danratau dikelola olen Pemerintah Daerah. 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

Pasal55 
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut 
retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 

PasalS 
(1)	 Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah adalah 

pernakaian kekayaan daerah yang dimiliki Pemenntah Daerah 
(2)	 Dikecualikan dar; objek pernakaian kekayaan daerah 

sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah 
yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, 

Pasal 16 
(1)	 Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan ternpat 

pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah 
Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bum, 
dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya 
yang dlsedtakan ditempat pelelangan 

(2)	 Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari 
pihak lain untuk dijadikan sebaga; tempat pelelangan. 

(3)	 Oikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimilikl, 
dan/atau dikelola oleh BUMN, SUMD dan pihak swasta 

Pengetikan jUdul baqian 11
.1

disernpumakan ! 

Pasal 30 
disempurnakan 

Judul KesatuBagian 
pada Pasal 50 
disempurnakan 

Judul KesatuBaqian 
pada Pasal 55 
disernpurnakan 

Pasal 5 disempurnakan 

Pasal 16 ayat (1) 
disempurnakan 

,,_~_,,_~_--L-	 . _~~ 
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Pasal41 
)	 Objek Retrtousi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan 

jasa kepelabuhan, terrnasuk fasilitas lainnya di lingkungan 
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pernerintah Daerah. 
Dikecuahkan cari objek retribusi sebaqaimana drmaksud 
pada ayat (1) adalah pelaysnan jasa kepelabuhan yang 
disediakan, dirnlliki dan/atau dikelola oleh BUMN, SUMO 
dan pihak swasta. 

Pasal51 
(1)	 Objek Retribusi Penyeberangan di A,iFaEtalaA(il9IayaRaA 

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 
kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah 

(2)	 Dikecualikan dar; objek Retribusi sebaqairnana dimaksud 
pada ayat (1) adatah pelayanan penyeberangan yang 
dikelota oleh Pernerintah, BUMN, BUMO, dan Pihak 
Swasta. 

Pasal56 
(1 )	 Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

aadlaRpeRj~alaFl hasil produksi usaha Pernertntah Daerah. 
(2)	 Dikecualikan dari obiek Retribusi sebaqairnana dirnaksud 

pada ayat {1) adalah perjuatan ~prodllksi ~ oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMO, dan Pihak Swasta. 

Pasal6 
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang 
pribadi atau Badan yang FReFAakaie;;lI~ ..tew FA8R=l3RfaatkaR 
kekayaan daerah. 

Pasal 11 
(1)	 Subjek Retribusi Pasat Grosir dan/atau Pertokoan adalah 

8F3R91'lFi9aai atau Badan yang menggunakan atau 
menikmati pefayanan dan fasilitas Pasal grosir dan/atau 
pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Oaerah, 

~~)	 'Najie RetFi~W6i agalal:l QHiiRS f'iFitiJaei ataw QaaeilRyaRS 
meRblFwt ket9Rtw3R l'leFwR9eilAS IoIA~aRsaR RetFiBloisi 
diwajiekaR loIRtyk melakwkaR pElFR9aYem~R RetFil;lUGi-, 
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Pasal41 
(1)	 Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah 

pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di 
Iingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah 

(2)	 Dlkecualikan dari objek retribusi sebaqalmana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola olen Pernermtah, 
BUMN, SUMO dan pihak swasta. 

Pasal51 
(1)	 Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan 

penyeberangan orang atau barang dengan 
menggunakan kendaraan di air yang dimiliki danfatau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah 

(2)	 Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang 
dikelola oteh Pemerintah, BUMN .. SUMO, dan Pihak 
Swasta. 

Pasal56 
(1)	 Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Oaerah 

adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah 
Daerah. 

(2)	 Dikecuatikan dan obiek Retribusi seoaqairnana dirnaksud 
pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh 
Pemerintah, BUMN, SUMD, dan Pihak Swasta. 

Pasal6 
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adatah orang 
pribadi atau Badan yang menggunakanfmemakai kekavaan 
daerah yang dimiliki Pemerintah Oaerah. 

Pasal 11 
Subjek Retribusi Pasai Grosir dan/atau Pertokoan adalah 
orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai 
fasilitas Pasal grosir dan/atau pertokoan yang disediakanl 
diselenggarakan oleh Pemerintah Oaerah, 

5
 

Pasal 41 ayat (2) 
disempurnekan 

Pasal 51 
disempurnakan 

ayat (1) 

Pasal 56 disempurnakan 

Pasal 6 disernpumakan 

Pengetikan Pasal 11 
disernpurnakan dan ayat (2) 
dihilangkan 

L I 
_____--.-l__~ 

-------_.--,_...-1 



s 
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Pasal 22 disempurnakan 
Subjek Retribusi Terminal adatah orang pribadi atau Badan Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan 
yang rnenqqunakan fasilitas terminal yang disediakan oleh I yang menggunakan/menikmati tasuitas terminal yang 

Pasal22 Pasal22 

Pemerintah Daerah. 

I Pasal32 
[ Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan ternpat penginapan/pesanggrahan 

Pasal42 
i ....BjekRetriswsi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi 
atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan [asa 
kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di Iingkungan pelabuhan 
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelota oleh Pemermtah 
Daerah. 

Pasal52 
Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi 
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
penyeberangan yang disediakan oleh Pemermtah Daerah. 

Pasal57 
Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah 
orang pribadi atau Badan yang R:leR:lgelil;lasil produksi usaha 
Pernerintah Daerah. 

7 Cara Mengukur Pasal 7
 
Tingkat Penggunaan
 Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur 
Jasa berdasarkan fasihtas jenis penggunaan. lekasi, ii!9Fla.wkwraFl. 

tipe, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. 

~ Qasaf Pasal 12 
. ~eR:lijFlgijtaFl Retril;l . 

a R lOll ~:~:t :::::~~~. P"."t:~:'::::Ia~:~:.:·gg··"·, 
ayat (1) ~i9asinKaR R Jasa s89asaiFRGlFla 9IFRak: .~••'aIa. ~.""I«l ""d. Ioklo' I••• Io.,lilo. P .d ~"~"I
 m Tip. lo.ililo••:~ . • ••1g.""
 

_1 I did..... .ga,.."." d,..""'.' 

disediakan oleh Pemerintah Daerah 

Pasal 32 disempurnakan 
Subjek Retnbusi adalah orang pribadl atau badan yang 
menggunakan/menikmafi pelayanan tempat penginapanl 
pesanggrahan yang disediakan. dirniliki dan/atau dikelola 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 32 

Pengetikan Pasal 42 
Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi 

Pasal42 
disernpurnakan 

atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa 
kepelabuhan, terrnasuk fasilitas lainnya di lingkungan 
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dike lola oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 52 I Pasal 52 disernpurnakan 
Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi 
atau Badan yang menggunakanfmenikmati pelayanan 
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 
kendaraan air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. I 

Pasal 57 I Pengetikan Pasa! 57 I 
Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah aoalah I disernpurnakan I orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 disernpumakan 
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah dukur 
berdasarkan fasllitas jenis penggunaan, tipe, dan jangka 
waktu pemakaian kekayaan daerah. 

Pasal 7 

Pasal 12 I Pasal 12 disernpurnakan 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tipe dan 
jangka waktu penggunaan fasilitas Pasal grosir danratau 
pertokoan. 

___ _ ---.--L keFa~aia~RI.::::Gl :akFlt~r !~.e~ekataFl le;aSIP~~~Q::at (1)~ ..13 iiajaraFl tarif sot ~ ~ij&at I _J ____J.. e~pat _----'-------- 
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I Struktur dan 
Besarnya Tarif 
Retribusi 

oJ 

Pasal33 
I Tingkat penqqunaan jasa ternpat 
II ~giRapLmJpe&aA~gFaRaR~ berdasarkan jenis tempat, tipe 

karnar, dan jangka waktu penggunaan ternpat 
I penqinapan/pesanqqrahan. 
Ii 
I 

Pasal38 
Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan QiRitWRQ 
berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan. 

Pasal43 
Tingkat penggunaan jasa kepelabuhan aii:lih"RS berdasarkan 
jenis pelayanan, dan frekuensi pelayanan yang diberikan. 

Pasal48 
Tingkat penggunaan [asa tempat rekreasi dan olahraqa diukur 
berdasarkan jenis ternpat, luas ternpat, dan waktwp9FRakaiaR 
fasilitas tsmpat rekreasi dan/atau olshraqa. 

Pasal53 
Trnqkat penqqunaan jasa penyeberangan di air diukur 
berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan ffel(ij8RSipQFRakaiaR 
fasilitas penyeberangan. 

. Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Rp 

Rp 

i Rp 

--- ~ --

Hp 

Per2.500,

I TiD I Tarif Frekuen 
~L.-
~-I I Rp 250.000 

si
Setiap 

~+--=,,"-:":--=--,--.,----:--:-
I - hari

Ih untuk I I Rp 2.500.- Per ---
2/pertam

hun 
m2/perta 

hun 
.JM" Setiap:J;j_jI-'~ema_ katan tanan untuk BTS I 5% x NJOP x Setiap 

lahun~ Seluler dan menara lai~._~Iuas t'<!'l}ah tahu!l__ 
4. Pernakaian ---" 

__ Bangunan/Ruangan/Gedung .IM Per han 
Dan selerusnya" .. 

4 
- ~- ---~~ -" --, -~.-~----- --~-~~-- '-', -,,~----- - -~.- -.~--- -,. ~~.~-.'- ~--_._,,~ .._~._~-. 

Pasat 33 
Tingkat penggunaan jasa ternpat penginapanJ pesanggrahan 
diukur berdasarkan jenis ternpat, tipe karnar, dan jangka 
waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan. 

Pasal38 
Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur 
berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan. 

Pasal43 
Tingkat penggunaan jasa kepetabuhan diukur berdasarkan 
jenis pelayanan, dan frekuensi pelayanan yang diberikan 

Pasal48 
Tingkat penggunaan jasa ternpat rekreasi dan olahraqa diukur 
berdasarkan jenis tempat pelayanan dan waktu pemakaian 
fasilitas ternpat rekreasi dan/atau olahraqa. 

Pasal53 
Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air diukur 
berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan frekuensi 
pernakaian fasilitas penyeberangan. 

Pernakaian Kel<ayaan 

Frekuen 
si 

Tarif 

Per hari 250.000 

Pasal 33 desempumakan 

Pasal 38 oisempurnakan 

I Pasal 43 oisempumakan 

Pasal 48 disempurnakan 

Pasal 53 disernpurnakan 
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Pasal 14 Pasal14 
(1)	 Struktur tarif diqolonqkan berdasarkan tingkat penggunaan Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar 

jasa dan tipe fasnitas Pasal grosir dan/atau pertokoan. Pertokoan ditetapkan sebaqai berikut: 

"~~.~=.~~.-~~----~._.__._
~-~-~ 

No 
~._. 

1. 
2 
3. 

-~-
5. 

~-~-- -, ~ ~~._~~.""..-~~~--

Penyediaan T J T'f
Fassitas ipe an 

~~- ,-~_.~-~-~_.- ._----~ -~ ~-~..~. -_.---~.--- ~ ~- .,~_.~ 

._~~.F3uko~, ..l~"'~_ ~RR:.1@.OOO.:_. 
... __l~oko~~_ '00.' IiQ~~~ .,j3R:._Z5.QQQ..~._ 
~-B~. Tipe 8 Rp. 135.000.:_ 

---~-=~--'-'-

Keterangafi 

Per m"itahi:JI1 
00 Per mL/la-hun . 
.Perm"7liahun :::. 
- Per mZ/tahurl_ 

Per mZJtahun 

' 

Taka Tipe B Rp. 65.000.
~_.__ . . 

Ruko O' TiDe C RD. 90.000.
6. Toko Tipe C RD. 45.000. Per mLltahun 
7. Ruko Tipe D RD. 61.000, Per .m~Jtahu.!!-

Per m"/tahun 8. Toka ._,---I~..Q Rp.. 30.000.

(2)	 Struktur dan besaran tanf diteta kan seba,aai berlkut: 
"TPEmyediaan I'· . . .--1 ----..~ 
No	 I Fasililas T!pe Tanf Keteranqan..... 'r- .._._'~'- -:-.---'--..-.~-." ..~. .. -"~---7'"~''' .-. 
_1_.~ .RJ!~o .Jlpef\.... _~_!50.QQQ._~ __ ~~!m~~.
 
L __Toko~_.. Ti e A ..B!?~ _~~:OOD,-. Pe~':n.'/tahu~.
 

7/tahun3 Ruko Ti e B R. 135.000.- Perm

~:'-'-'rako .. Ti eB ~E.:_ 65.000.-. Pern?itahUn~-
5. Ruko Ti e CR. 90.000.- Per m"2/tahun
 
6,"" -TOkO Ti e cO' R. 45.000.- Per m Itahun
 

2/tahun-]-"... Ruko Ti eO Rp. 61 000: Per m

L .. __ uT9.~lL..._ Ti e 0 R .. 30.000,-.. Per mZ/tahun
 

Pasat 19 
(1)	 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan I (1) 

ditetapkan berdasarkan nilai pelelangan pada saat itu. 
(2)	 Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 

nitai pelelanqan pada saat ItU. (2) 
(3)	 Pemungutan dan pengenaan Retribusi sebaqairnana 

dirnaksud pada ayat (2) ei a~a8. dikenakan kepada I (3) 
produsen atau pemllik barang sebesar	 2,5% (dua kama 
lima persen) dan kepada pernbeli atau	 pemenang lelang 
sebesar 2,5% (dua kama lima persen). 

Pasal24 
(1)	 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk 

pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan 
penurnpanq dan bis umum ditetapkan sebagai berikut: 

C.~ .Jenis Kendaraan Tarif Frekl,!ensi
I a. Angkutan penumpang 

~	 umum 

l 
a. Angkutan pedesaan Rp 1.000,- Sekali masuk 
b.	 Bus kota Rp 1.500,- Sekali masuk 

b. Anqkutan bus "mum _ Rp 3.000'-1 S"ali masuk 

(2) 

I I	 I
, II 

L._~ ~ . ._J 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk 
pelayanan pemakaian tempat dan fasilitas lain ditetapkan 
sebagai berikut: ._ 

(1) 

I
.. _b, Mg'ulan bus umum Rp 3.000,

(2) 

Pemakaian Tempat .. Tarif I .Frekuensij] 
a.	 Tempat ,kegiatan.. U~ah? I Rp 126.000.- /lm2ltahun II 

Ul:::rUpd "dill", ,,,,,;1\,,,,;,. I . 
kios	 1__, I II I 

Pasal 19 

Grosir dan/atau 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan 
ditetapkan berdasarkan nilai pelelangan pada saat itu 
dipungut dari pedagang/pembeli. 
Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dan 
nilai pelelangan pada saat itu. 
Pemungutan dan pengenaan Retribusi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada prodlisen 
atau pemilik barang sebesar 2,5% (dua korna lima 
persen) dan kepada pembeli atau pemenang lelang 
sebesar 2,5% (dua kama lima persen). 

Pasal24 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk 
pelayanan penyediaan ternpat parkir kendaraan 
enum an dan bis umum diteta kan seba ai beriKut: 

Jenis Kendaraan Tarif Frekuensi 
a.	 Angkutan penumpang 

umum1.	 Angkutan pedesaan Rp 1.000,- Sekali rnasuk 
2.	 Bus kota Rp 1.500.- Sekali masuk 

Sekali mas~1 
. 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal IIntuk 
pelayanan pemakaian tempat dan fasilitas lain ditetapkan 
seba ai berikut: I 

Pemakaian Tempat rant ~ekuenSi 

Tempat kegi~tan usaha I Rp 126000.- Im21lahun 
hpnlr~ Ir'mhn Iplmln:::ll 

kios	 .J-. 

- --~-~--~--~~~~--=~.~:.- -.... I
 
Pasal 14 dlsempurnakan 
dengan menqhilanqkan ayat 
(1) 

Pasat ts disernpumakan 

I 

Pasal 24 avat (2/ agar j 
menambahkan pemakaian 
fasilitas ruang tunggu 

. _...J
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r-1l~-~=-~~~=-?--
I I
 

I Perubahan Tarif 
Retribusi 

Ll__

--~ ~"- ~-~.----~~~--

3 4 
-_.~--~-~~ 

b, Fasilitas Lain: b. Fasuitas Lain
 
1) Loket I Rp 1.260,000, I luniVtahun
 Rp 1.260,000,1, t.oket luniUtahu 

n 
2) we Umum 2 we Umum
 

1, rnandi I Rp 2.000,~ I Sekali
 Sekalla) rnandi Rp 2000,

L
 Rp 1 000,
 Sekah',j' I b) buanq air besar 
Rp 1.000,- Sekal, 

.__ _.0:"1."_ , Rp __

_~~'__ ~~:~~::~,~:~:r __ ;~,.,_,~_"L~~K~,,1. ~:~:~_" I c) buang air kecil 
........... .:"'11 •
c, Pemakaian Ruano T"n"""

~_ _ o_~~_.~_~,, __~ ~ ~~~_~~,~~.~_~ 

Pasal 59 I Pasat 59 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi 
Daerah ditetapkan sebaqai berikut: l.lsaha Daerah ditetankan sebaoai herikut: 

I ~ r6 .. 

~ I Jenis Barang Pro~,. I vorurn I Tarif - I " , I I __
 

, BibilPerkebunan I Volume
 
1
 HASIL PERKEBUNAN KOPI ~.- JI I-±~-,---i==~---' --,---,J te-~...I bijikaret I Bijl/butir -.~ 

BibiUbatang
 
2,
 
~ ,~Opi ~_ ._, . I Ikg I Harga Pasal 

BIBlllKAN -OIDI! kelapa I Blbitlbatang 

I 

""-"'~"---~-----'---'~-------------~~~ 
Blbitlbatang~:.. lkan Mas ukuran I - :2 em _~I-- leko!-_ BP_~_ . _____10.- bibltkakao 
BlbitJbalang 

~_ I ~.. " (~~ ~~~*~~: ;~~~~.- ~~~~ .~~ -.- --. :~~ L.2 ~b%~e1:*~~~=_=·~·_--· -'r-u~-_.-t_~_'_~-1
 
~~._.li<.an_N.I!a Ukur~1..::.:2 em__._ ~Jekor_._~_~~ ,.lO,- sa~~ah
 

~ b lkan Mas Ukuran :> 2 ~ 3 em /ekor Rp 95,- blbltkopi~II 1 
u" 

a, em Rp~__--+_Jc Ikan Nila Ukuran :-2 -1.em, /ekor Rp _ 90.:_ - . ra
 
9 Ikan Nila Ukuran :> 3 - 5 em /ekor ~_____ _13k - Janlan ,
 Rpb.. ",em 

. .0_ h.__ tkan Nila Ukuran :> 5 - 7,cm lekor,_~ ~ L~Q,: ~a~~:c 
Rpa "..cm 
Rpb.... cmr--}:..B~~~~~mpos-·--~~--,- Rp--~- --3507!kg s' janMlan 

- . ~ ad~
 

b€liM
 RIl ."...
I I Rp 

3 Bibit Perikanan 
a, Ikan Mas ukuran 1- :2 em I faor 

j<Jnt3n 

Rp 70.
b. lkan Mas Ukuran :> 2 - 3em fel<or Rp 95.
c. Ikan Mas Ukuran :>3 - 5 em fellor Rp,140.

t==tt:::=:lkan Mas Ukuran:> 5 - 7 em fellor Rp.170.
e, Ikan Nila Ukuran 1- :2 em faor Rp 70., 

f-f- - ':\~ I'm~. II .~.._.__-+I",;,f.~--"-!kan Ni!a Ukuran :>2 11>11", I Rp 90.
I . g. Ikan Nila Ukuran >3 - :> em I /eKor Rp 135.

h Ikan Nila Ukuran > 5 - 7em I fellor Rp~ 160,. 
L-l KOMPOS. , I 

KpJ~--'--__~L~.~12.t!.k.~~_~~ ===t'.....l~L 
Pasal60 Pasal60 

1) Tarif Retribusi ditinjau kernbali ~aliRS lama 3 (tiga) tahun (1) Tarif Retribusi ditinjau kernbali paling lama 3 (tiqa) tahun 
sekan. sekali. 

2) Peninjauan tarif retriousi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
oerkernbanoan perekonornian, dan perkembangan perekonomian. 
Penetapan perubahan tarif retnbusi sebaqaunana 
dimaksud pada ayat ta1 ditetapkan dengan Peraturan (J) ~i::~:~~npa~:rUa~~7a;~) ~;:ta;.a.lr.~i>U.d~ng.. ;~"~~:~~~.~~ II (3) euBupati 68'81611::1 98Fkg~6","a8i Et8RgaR CP~Q, Bupati. _ _ __ _ ..-C... 

5 ,1 

I 

I 
Pasal 59 agar menambahkan 
semua komoditi yang 
dibudidayakan oleh balai 
benih 

Pasal 60 dlsernpumakan 

_J, 

9 
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Judul Bab dan Pasat 62 
disernpurnakan denqan 
rnenarnbahkan ayat (1) dan 
ayat (4) baru dan judul bab 
diubah dan bag ian 
dihllangkan 

Penarnbahan Pasal baru, 
urutan pasal selanjutnya 
rnenyesuaikan 

Pasal 68 dihilangkan, karena 
sudah diatur dalam Pasal 62 

1 

10 

2 

Penentuan 
pernbayaran, ternpat 
pembayaran dan 
penundaan 

i pernbayaran 

3 
~------ -"'--~-' 

BAS XVII 
PeMIJ~I(;UT,~~1 RIiTRIQIJ.S,I
 

QagiaR "'esah.
 
Tata Cara PElFRWRswtaA
 

Pasal62
 
(1)	 Retribusi dipunqut denqan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersarnakan. 
(2)	 Dokurnen lain yang dipersamakan sebaqaimana dirnaksud 

pada ayat(1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk 
(HTM), kupon, dan kartu berlangganan. 

(3)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

I!iAQ XIX 
PI;MI!i!WARA~1 QA~1 pe~J/\<;I"",o.~1 RI;TRIQY~I 

l!iasiaA "'esatw 
Tata·Cara PeR:l9ayaraR 

Piuialii!l 
(1) Pe~9ayaFdR . RetriQil/si 'laRS terwtaRf!J !:lan.s· ail"masi 

sekalisws. 
(~) Retriewsi yaRS.terwt~AS ailbiRasi s91ameat laFR9atRya 1.e 

(li~alil9Ia6)Rari 69jak ~it8r9itkaRRya ~"'RQ ataw gekwR:l8R 
laiR yaR~ Qi~9FSaRl1akarl. 

~ Qik8~1l,jalikaR sari k9t9Rtl:l6lR seeasaiR:l9Ra eiR:l6lkswQ !'laQa 
ayat (2), y8itw FJElR:l9ayaraFi retriewsi yaR!'J sifat 
Jl9mwFlswtaFiFlya Elilakloll(aR SElGar;;) l'arftiR. 

(~)	 PeFlea~ataR eari ~8R:lblFlSbltaFi retrilal::isi eiseterkaR 
sell:lfl:d:jRya I~e Koas QaeraR. 

,~- Tt:it;) F;,Ur;l 89R=1~a\'BuaR 8ElRveteraFL tQ R:IBat f*i~9a¥araR 

I __. l	 .. r8~~_~:. ~iahlF 18~iR laAjwt EiQRsaR P8rat:~_Q.~~ati. ~ 

4-,-------- -_.._---_... _
BAS XVII
 

PENENTUAN PEMSAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
 
PENUNDAAN PEMBAYARAN
 

Pasal62
 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)	 Retnbusi dipunqut denqan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersarnekan. 
(3)	 Dokurnen lain yang dipersamakan sebaqaimana 

dirnaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu lanqqanan. 

(4)	 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) disetor secara brute ke Kas Daerah. 

(5)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan dlatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal .... 
(1)	 Retribusi yang terutang harus dilakukan secara 

tunau/lunas. 
(2)	 Pembayaran retnbusi yang terutang sebaqairnana 

dimeksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 
15 (lima betas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokurnen lain yang dipersamakan. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayara, 
anqsuran dan penundaan pembayaran retnbusi diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

. l 

I 
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BABXIX 
Tata CaFa P~.magif;laR 

11	 I Penaqihan Qa~iaR Ke"'wa 
PENAGIHAN 

Pasal69Pasal99	 . I 1) 
. ., 9 I "'ilil6lyaF atal.l ti€lak 91sayar (	 Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kuranqf1)-	 P8RasiAaR Retnlill:lsi }taR~.8 I.lm SKRQ atal:! aElK14FR9R 

bayar dilakukan dengan rnenqqunakan STRD.ataIJ~raR~' "'Isayer Si3Sl:l:U eleRgaR	 Rak;'iR I (2) 
Penaqihan retnbusi terutang sebaqaimana dimaksudlaiR yaRS eli!'l8FSam6lkaR, elilakl:lkaFl SQRsaR m8R~;:Ratal:l 
pada ayat (1) didahului dengan Surat TequranSTRD eaR elieaRl::llwi el8RSaR ~8~B8n ~WF~ :~k~81l:l3rl<aR 7 I (3) 
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penaqhan 

iWFat PElFiRgataR atal:l6l.lrat laiR 'yaAS S8i8RI , 

(twjWR) ~ari 89ja~~, s:tetj;t~~j~~~:':t~~~:r:;a~Rgga' ~~fF~t Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak(2)	 Qelam J6lRgl<s ua l:l I· , S S8J8RIS 
jatuh tempo pembayaran. 

T.eS\,lraR.et81.l ~~F6l~SP:~;i:~~ a~:~..:wr=e~:a~~R~;;tfiQW6i I (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat ellsam~alkaR, h3J1 . k €I sil;ayar 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi 
harus rnelunasi Retribusinya yang terutang. 

yeRS I;elwm Elil;eyar atew lielek Ell8eyar BtawwraR . 

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
s9jsRis 688agaimaRa slFRaksl:ls ~aQaayat(1) "'ikelwarkaR 

(a)	 awrBt T8!i1l.lr8R,iwFat PElriRsataR Blew swrat laiR yaRS 
sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) djkeluarkan oleh 

8lElRQw~ati staw PejasGlt ySRS Elitl:lRjl.lk. Pejabat yang ditunjuk. 
(6)	 Tata cara penagihan dan penerbitan tequran/ 

peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Sanksi Administratif BAS XXV BA8 XXV
 
SANKSI ADMINISTRATIF SANKSI ADMINISTRATIF
 

Pasal76 Pasal76
 
~1?_ ~Da'am hal wajib retribust tidak rnernbayar tepat pada I Dalam hal waiib retribusi tidak rnernbavar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap 
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

~	 PElRasiRaA ~Eltri9wsi lerwl61RS sElsaS61imaR6l siR:lakswQ fj6le6l 
ayat (1) si61alu:ll\,li el8RfjaR 5twrat T8s ... raR. 

12 

13 I Ketentuan Penutup I Pasal 79 Pasal 79
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 
a.	 Peraturan Daerah Kabupaten lampung 8arat Nomor 04 a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 

Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah; Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 

b.	 Peraturan Daerah Kabupaten lampung BaratNomor 13 Tahun Nomor , Tambahan lembaran Daerah 
Tahun 1998 tentang Retribusi Kabupaten Lampung Sarat Nomor. ... ); 
Penginapan/PesanggrahanNilla; 

c.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 141_ __1 ranun 1998 lentang Retnnusi l empat He.reas, °:1
Olahraga;l _-- --~ --	 --~. 

Pasal 69 dlsempumakan
 
dengan mengubah "Bagian
 
Kedua" menjadi "BAS XIX"
 

Pasal 76 dtsernpurnakan 
dengan menghilangkan ayat 
(2) 

I Pasal 79 disempurnakan 

L	 J
 
- - -	 ..--------_.'_
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d	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 21i- T 

b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 13 
Tahun 1998 tentanq Retribusi Ternpat Khusus Parkir: Tahun 1998 tentang Retribusi Penginapanl 

e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Baratblornor 23 Pesanqqrahan/Villa (Lernbaran Daerah KabupatenI 
I Tahun1998 tentang Terminal; Lampung Barat Tahun ."". Nomor" Tarnbahan 

f Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 04 ternbaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor .. ); 
I Tahun 1999 tentanq Refribusi Rurnah Potong Hewan: c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 14 
I 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nornor 12 Tahun 1998 tentang Retnbusi Ternpat Rekreasi dan 

Tahun 2004 tentanq Retribusi Pasar Grosir danratau Olahraga (Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Pertokoan; Tahun " .... Nomor .. , ." Tarnbahan Lembaran Daerah 

h.	 Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung BaratNomor 01 Kabupaten Lampung Barat Nornor. ... ); 
Tahun 2009 tentang Retribusi Ternpat Pelelangan Ikan. d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 21 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Barat Tahun ." 
Nomor ,.,', Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Sarat Nomor.. ,.); 

e.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 23 
Tahun 1998 tentang Terminal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Larnpung Barat Tahun Nornor .' 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Nomor.. .); 

1.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SaratNomor 04 
Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 
(Lembaran Daeran Kabupaten Lampung Barat Tahun. ". 
Nomor ..... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

i l.arnpunq Barat Ncmor.. 0	 I.): 

g,	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 
Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau 
Pertokoan (Lembaran Daerah Kaoupaten Lampung Barat 
Tahun """" Nomor . 0", Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Sarat Nornor. .): 

h	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 01 
Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun ,., 

'0 ••• 'Nomor Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Sarat Nomor.. 0'); 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 80 disernpurnakan 
Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 

Pasal80	 I Pasal80 

J 
dengan menambah ayat (2) 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur baru 
Peraturan Bupati, dan ditetapkan paling larnbat 1 (satu) tahun dengan Peraturan Bupati. 

I JseJ'lk Peraturan Daerah In,mula, Oerlaku. I IL) ~eratulan ~elaKsar.,aan na" Pe,e,mdn Ude'''i~:~1 . . . I 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun seJak Peraluran J 

_~_______ Daerah ini mulaU~erlaku, __ ~-~__L 



__ ___
12 

1 

14 

15 

--~.~~-----~._---~~ ~~~=-~-'-'-.-___"_'~' ~_____,__~_~~ ~~. ____.~_.~ , r'~~___~~__ • _____ .~" _.___ _ ..__._~~_~_~~_~__ ~ __ •. , ___~_._.~._~______ , __ ..••_. ~~~r_~~______ _, _.______,' ____ - 
~-----

234-_.-

Penetapan Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 
Q.YPATlbAMP6l~JG BARAT, 

MUKHUS BASRI 

Penjelasan -

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 
BUPATI LAMPUNG BARAT, 

MUKHLlS BASRI 

-

~--

~----5------l 

Disempurnakan dengan 
rnernberi spasi pada nama 
jabatan yang menetapkan 

Disesuaikan dengan hasl 
koreksi pada batang tubuh 

GUBERNURLAMPUNG
 

ttd
 

SJACHROEDIN Z.P.
 



2 

I-No Maten Raperda 

Dasar Hukum 
Menglngat 

Ketentuan Umum 

Nama, Objek dan 
Subjek Retribusi 

3 

I
I I~J
l	 .._. ~_. ~...._. 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 
TANGGAL 

: G/495/B.lIIIHK/2012 
: 25 JUN' 2012 

HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

Rurnusan Raperda 
~-_..~-~~._-_.~--~~--_.- ~--._._~--,-_.~-_.- -,---~--

17.	 Undang-Undang Nomor ~ Tal;j"'R~Q11 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundanq-undanqan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Repubhk indonesia Nornor 
5234): 

BASI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal1
 
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud denqan : 
1 Oaeran adatah Kabupaten Lampung Barat: 
2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

l.arnpunq Barat; 
..:S. Bupau adaiah Bupatt l.~nlpUrlY Bdldl, 
Dan seterusnya 

Pasal50 
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut 
Retribusi sebagai pernbayaran atas pelayaRiiR GEI~ak peta yang 
eieeleRggaFakaR olen Pemenntah Daerah. 

Pasal60 
Denqan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangdipungut 
Retribusi sebaqai pernbayaran atas pelayanan penqujian alat
alat ukur, takar, tirnbanq, dan perlengkapannya dan pengujian 
baranq datam keadaan terbunqkus yang diselenggarakan oteh 
Pernerintah Daerah. 

Pasal65 

Rumusan Penyernpurnaan 
~------'-~----------'~~-.~~--~~ 

4 

-"~-~~"-----'-"~~--<"-~~~--'~ .~- -~, -~-~-

Keterangan 

17, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang I Angka 17 otsernpurnakan 
Pernbentukan Peraturan Perundanq-undarqan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

BA81
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasat t
 
Dalarn Peraturan Daerah in! yang dirnaksud dengan 
1.	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lampung Barat. 
I 3" Bupati adalah BUP3ti l:Jmpung 8ar31 

Dan seterusnya 

Pasal50 
Dengan nama Retribusi Pengganlian Biaya Cetak Peta 
dipungut Retribusi sebaqai pernbayaran atas pelayanan

I penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah 

Pasal60 
'	 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulangdipungut 

Retribusi sebaqai pembayaran atas pelayanan penguJian alat
alat ukur, takar, tirnbanq, dan perlenqkapannya dan pengujian 
barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai 
peraturan perundanq-undanqan yang berlaku. 

Pasal65 
Denqan nama Retribusi Pengendalian Menara Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara 

I +ele~lkaelal~YRg~ b>etrlDUSI 6e~..§al ~81ml "iii dk l ~ ", ' ,',,'. r- ~,~:,~ ~' ~~"A "'F'~'''''''~''''.''''' "· ....nrl"~ ·i::IY' d d~1Mt:'~KOI i ~Uf ilt\.d~' \.HI='UII~U" I '\~h liU'Y~b iCJ''4~"," ..... ""'" • ..,.. "";;",--",l,,.~. - .: "..;;j 

I fil 9RyeEliaaFl " ~8layaRaR ja6ap8Ag8R9311aR menara untuk rnenara telekomunikasi.
 
ueIE~koll1~nJ~~~.R€! gi6e!~arak3RuO!81;l_Pe~13riA_laR QaeF,!!!_ ~ '_'~' ~ ~_"_~ ' __ ,__.__' ..__'__'_.
 

Disempurnakan, pada setiap 
akhir kalimat diakhiri denqan I 
tanda baca titik 

Pasal 50 disernpurnskan 

Pasat 60 disempurnakan, 
Pernkab Lampung Baral 
dapat melaksanakan apabila 
telah merniliki alat tera, SOM 
Penera 

Pasat 65 disernpurnakan 

.. ~ , ._ 



I~ ~ i. 

i 
I 
i 
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Pasal 5 
(1) Objek Retnbusi Pelayanan Kesehatan adatah Pelayanan 

Kesehatan dl Rurnah Sakil Urnurn Daerah, Puskesmas. 
Puskesmas Keliling, Puskesrnas Pernbantu, balai 
penqobatan, dan ternpat pelayanan kesehatan lainnya 

i yang sejerus yang dimilik: dan/atau dikelota oleh 

I (2) 
Pemerrntah Daerah keel/ali pelayanan pendattaran 
Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan mehpun 
a, Pelayanan medik: 
b. Pelayanan penunjang medik; dan 

1 c. J;lelayanan penunjang non medik. 
(3)	 Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan 

adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
Pernerintah, BUMN, BUMO, dan plhak swasta 

4	 
j 

5 

Pasal 5	 1 Pasal 5 ayat (2) 
(1)	 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelaysnan disempurnakan 

Kesehalan di Ruman Sakit Umum Daerah, Puskesmas, 
Puskesrnas Keliling, Puskesmas Pernbantu, balai I 
penqobatan dan ternpat pelayanan kesehatan tamnya , 
yang sejerus yang dmutrki dan/ateu dikelola oteh I 
Pernenntah Daerah kecuah pelayanan pendaftaran i 

(2) Objek Retrlbusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) I, 

adalah pelayanan kesehatan rneliputi: 
a, pelayanan rnedik; 
b.	 pelayanan penunjang rnedik; dan 
c.	 pelayanan penunjang non medik. 

(3)	 Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan 
adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal23 Pasal 23 
1 Objek Retribusi Penggantlan Biaya Cetak Kartu Tanda IObjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan.
 
a, Kartu Keluarga
 Il b Kartu Tanda Penduduk 
c.	 Surat Keteranqan Kependudukan yang metiputi, Surat 

Keteranqan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, 
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat 
Keteranqan Datang dari tuar Neqeri, Surat Keterangan 
I ernpat f Inggal, Surat Ket€langan Kelahtran, Sural 
Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan 
Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, 
Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan 
Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pengakuan Anak, 
Surat Keterangan Pengakuan Kewarganegaraan 
Indonesia. Surat Keterangan Pengganti identitas, I' 

~	 P,kta pElFl6iGltataFl 6i~il yaFl~ mElli~loIti kl:4tipaFl akta 
porkawiFlQFl, -lwti~aFl Elk-ta I'lElrseFaiaFl, k~ti~aFl a~ 

peRSlal~blaR aRa~, kwtipaR aida kematiaFl, gaR kwtif'ldlFl akta 
kelal:lirGlR 

Penduduk dan Akta Catatan Slp,i aoelah pelayanan: 
a kartu tanda penduduk: 
b kartu keteranqan berternpat tinggal; 
c kartu identitas kerja: 
d. kartu penduduk sementara: 
e kartu ldentitas penduduk muslrnan; 
f kartu keluarqa; dan 
y,	 akta catatan sipil yang meliputi akta perkawman, akta 

perceraian, akta penqesahan dan pengakuan anak, akta 
ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kernatian. 

I 
Pasal 23 huruf c 

Tanda disernpurnakan. sesuai 
I denqan Pasal 113 Undanq- I' 

I' Undang Nomor 28 Tahun 
2009 

' 

J 
I
 



3	 _____ __ __ _~__ _.4 __ __ L 5
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Pasal 30 Pasal 30 Penqetikan Pasal 30 
Tingkat penqqunaan jCi8apeiayaRElA parkir dl tepi jalan umurn Tinqkat penqqunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum drsernpurnakan 
6tt~~FkaRjenis kendaraan dalam senap k~QmakdiaA diukur berdasarkan J€mis kendaraan dalarn setiap kali 
ternpat parku pemakaian ternpat parkir 

Struktur dan Pasal 16 Pasal 16 I ~ Pasal 16 drsernpurnakan 
Besarnya ! am ' \ I J ~t:ldyam.m r~IIUllji:lIlg rson Medlk sebaqaunana (1) Pelayanan Penunj - Tant retnbust untuk 

dirnaksud pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari ' dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari 

5 

pelayanan pemakaran 
a. RUjukan Ambulance ke RSUD liwa a, Rujukan Ambulance ke RSUD Liwa 
b. Rujukan Ambulance keluar Kabupaten b. Rujukan Ambulance kejuar Kabupaten 

(2) Rujukan ambulance keluar Kabupaten sebaqaimana (2) Rujukan ambulance keluar Kabupaten sebaqaimana 
dimaksud ayat (1) huruf b bagi Puskesrnas tidak dimaksud ayat (1) huruf b bagi Puskesmas tidak. 
diwajiekaR, untuk menjaga hierarki rujukan (rujukan diperkenankan, untuk menjaga hierarki rojuken 
berjenjanq), kecuaii dalam keadaan rnendesak. (rujukan beqenianq), kecuali dalarn keadaan 

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan mendesak/darurat. 
sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebaqai (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan 
berikut sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebaqai 

! berikut , 

Pasal26 Pasal 26 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebaqai Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebaqai 
bertkut berikut 
r-~-I-----------;'-;~---~------------iARiF/Rp)---- ----~_.~--~---~,.-~._--~..-.-~-~._---- _. --. i ARIFIRPI --~ -

NO JENIS. __ YANAN WNi WNA NO JENIS PELAYANAN WNI l/iNA 
1 - Pembuatan KK .. . - ---·5-000~--bO]OO~-----~. 

:;000 ::'O()51)i1 Pembuatan KK 

2 Pembuatan KTP 40000 300000 2 Pembuatan KTP 40000 300000 
3 ~KeteranQan 2500 100,000 3 keterancan Bertemoat TinqQal 2.500 100000 
4 Pencatatandan Penerbitan Kutipan Akta Perllawinan 50000 100000 4 Kartu Idenlitas Kerja ..... 

Suaml/lsm 5 Kartu Penduduk Sementara 
5 Pencatatan dan Penertntan kuhpan Akla Per1>:awinan 50000 200000 6 Kartu Idenlilas Penduduk Musiman 

Kedua dan seterusnva Suamillstri 7 Pencatalandan Penerbilan Kutipan Akla Perkawinan 50000 100.000 
6 Pencatatan dan Penerbitan Kutipan A·kla Perceralan 500000 500000 Suaml/lsiri 
7 Pencatatan dan Penerbltan Akta Perceraian kedua an 60000 100000 B Pencatalan dan Penerbitan kulipan Akla Perkawlnan 50000 100000 

selerusnya Kedua dan selerusnva Suamillsiri 
8 Pencatalan dan penerbltan Kulipan Akta KemaUan 15000 100000 9 Pencalalan dan Penerbiian Kullpan Akta Perceraian 500000 ~OOOOO 

9 Pencatatan Akla Penerbitan Klltipan Akta Kelahiran Anak ~ ~ 10 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian keIJua 60000 !OOOOO 
10 Pencatatan dan ~nerbll.an Akta Penaesahan Anak 50000 100000 dan selerusnya 
11 Pencatatan dan penertJ,tan Akta Pengangkalan Anak 100000 150000 11 Pencatatan dan penerbltan Kulipan Akta Kemalian 45,000 100 000 

.-!.l- _yenca'Ata'!..diJ!~p~n Akta Pel19akuan A.n.'l~~._. ____ . __ 30,000__ __J?_Q:~ 12 Pencalatan dan penertJitan Akla PengesahanAnak 50000 100000 
dan Penaakuan Anak 

I	 
13 Pencatatan danpenerbilan Akta Gar,,, Nama Bagl ---1WNA 

ambulance ke RSUD Liwa 
dan keluar kabupaien agar 
dikaji kembali disesuaikan 
tarif per kilo meter jarak I 
ternpuh 

Pernbuatan akla kelahiran yang 
tepat waklll rnaupun terlambat 
bagi WNI dan WNA nerupekan 
tanggungjawab pemerinlah 
daerah sehingga haus 
diberik8n secara Clima-GUma, 
SeSU(li ?d:>dl 28 dydl {3j UU 
No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan 
Penjelasan Pasal 27 ayat (2) 
UU No, 23 Tahun 2006 tenlang 
Administrasi Kependudu kan. 

2.	 Surat f,eterangan 
kependudukan tidak termasuk 
objek RetribuSi Pengganlian, 
Biaya Celak Karlu Tanda 
Penduduk dan Akta Catalan 
Sipil, sesuai dengan Pasal113 
UU No, 28Tahun 2009 

L_ I ~ ~ ___.._....___..____._ ____.J____.,__._____~___ .. ___ .__ ~ _ ._.__ 
~,-,- - . - --~~- _.~.~.~ __, ~_ ,__ '-_'.,_._." __ ~._____~_ •. _~,._~.~___ ,___ ~_. __~ _¥. __'.'_~~_ .._~ ____ ,, _____~__ . ·__'O~,,_~._·~~____ 



__

6 

<1 

2

~J 

I Perubahan Tarif 
Retribusi 

....... _ ...... c
t__~_J-
I
l 

.. . 'c _ 

Ke·l';fJn9.2111 I j 

3 4 5 
~. - ~ ~ -~ - I 

Sesuai denqan Pasal 53 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penqujian Kendaraan Struktur dan besarnya tarif Retnbusi Pengujian Kendaraan 

Pasal41 Pasal41 
UU No. 22 Tahull 2009, 

Bermotor terdui dan kornponen biaya adrmnistrasi dan Bermotor terdirl dan kornponen biaya adrnimstrasi dan ksndaraan wajb uJi 
adalah kendaraan untukkomponen jasa penqujian kendaraan bermotor, ditetapkan kornponen jasa penqujian kendaraan berrnotor, ditetapkan 
mobil penumpanq WTIum,seba.gai,berikut: I sebagCl!beri~ut: ..c~. _ ~. 
mobil bus. mobil barangr No Ii . . c....c.j ~_I. _~~ ..Cc__ 
kereta ternpelan, dan~,LJ_~"jfl~~:ig~a:;1 .__ .. .... I . II ',' A,jl11lnislrdsl ._.. ._ ,._I 2 I Pellgujliln ~J:mdaraan berl!1otor dilfiilljasa 2 PenguJlan kendaraan oermotor kereta gandengall yang 

____LllJl berkal~ .~.~ .... ~~ "~CC~_.cc...c,.,, __"__ '.... _ ._ I _~'!@JIJ~~~~k,aJa_.. .. __ .. .. _~ ,.. dioperasikan dl jalan. 
~_~g~~§. _ .. _.___ .15.000.:.. Setiap kah~~~_ ___.c_._ ~~:~~ bUs __... _ 'c. _c." Bfl___ 15000.-__S~lap k~1i ujl Apabila mobil khusus 
~obll plck-uL _..~ .. 'c'_ , "c" RIJ .__!5.0oo.-, _Setiap kal! uJi _'~_' ~ ~b ~_tv1o~il pick,uL",~_~~~_~ __ .B£. 15.000.- SetiapJ~!lLtJL sebaqairnana drnaksud
£. Mobiltruk ~ Rp ~_._150.Qll,- S~j\a~~_..~_,. £.,-__Mo~IItI!J.k~ ~.__.... BR.- ._~~QQ.,: __ Sebap~~liuJI. pada Angka I huruf d 
Q._~_M911il kRHSH.L. ......_._ ~, ... _~llQJlgg,_ gllli~~~I'.!lJi.. _ _ __ ~d. __Mobil ~.fl.lJf!1Jl~n~il!lJ..f!1 Bp~ _1~500,.:.. Seliap k:l~. 

adalah mobil perumpanq,..§ Mobil~rltJ.l!ipang umurn ..__BP.__..J..?2Q9..::. Selia .k<JliJJL . e. Kereta gandengan dan kereta Rp 10000" Seuap k~1i IlJI 
atau mobil barang, rnaka I 

____, c _~Jl€lan .__ . __. . . ... c. .~ __ • I Pengeto~.kan enassmorror Rp 5000. Satu kal, 
I. Kereta qandenqan dan kereta Rp H).OOD, Seuap kal! UJI '__'''__' .. tem~~_. __.. ._~_ ,_ .. ,__ . __._c......__~ __._ 

cukup dikenaken tarif I 

9 Pengelokkan chasismornor k.onlrol Rp satokal! kunlrol unluk kendaraan baru I untuk mobil penumpang 
~._._.lJnlukker:.q.araal1bary..!JlI.......__....._ ~- '-'---~.'-- . ....~c~c ...-- - ._.._!!t, ..__._.... ----. '.,- .__..._-- -,~,,-_c_-'---~""---""-'1 dan mobil baranq. 
peccngcUjian kendaraan berrrotor diairljasa c Pengujian kencd araan bermotor di c c c 

cc, Hil berl!;:-;IJ . lItl berka'a ... .
1a' -- KapaJ bimnotOf dengan ukuran Rp 50000.- Sel/ap kaliuJI \. a. Kapal bennotor den~"11 ukuriln Rp j S~i,ap lali l.lJi : 

.. JEl-4... ,,-,-,--,,-,~,--,,-- .-~.--" .._,~ "c,"c__' '__ ' -- .'..~- -.....~TJ:'L.... __ c~_c .. c..._.. .c_ .. ··~. __ ·--~--~---t··_~---~..·.---.... 
b Kapal oemotor dengan ukuran Rp 70000., Seliap kan lIJ' b Kapalbermoio[ denqan ukuran Rp 70000., Sel!ap fali uJi
 

'. BUkl~11_._G~4~7_. ._~ __ .. RL __~__ JQJ1~~k.~~~ __~ ~ J_. l3..ll.kuy;T..4~ __ _.J Rp. ._1Q.Q9!.L~~~~~
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Pasal 69 disempurnatan 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara 

Pasal59Pasal69 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) yang diperqunakan sebaqai dasar Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipergunakan sebagai casar 
penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara penghitungan Pajak Bumi dan Sangunan rnenara 
tetekomunikasi 6ElA3 ~FekweR6i seRaawasangat::r~QElfl~ telekornunikasi. 
A:lQReilFeil te/el(QA:lWRikeil&i 

Pasal 70 disempurnakan,Pasal70 Pasal70 
disesuaikan dengan Pasal I 

sekali. 
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

155 Undang~Undang Nomorsekali. 
28 Tahun 2009(2) Peninjauan tarif relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
 
perkembangan perekonomian.
 
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

dan perkembangan perekonomian 
(3) Penelapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
 

dirnaksud Dada avat (2) ditetaokan denoan Peraturan
 
(3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana 

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. I 
Supall setelal:l l3erkeFlewltasi geFllilQR DPRQ. I 

~c__ • ~_._________ .. l__... c~ ._ ._. ~ __ ~... •••...L...__.. . _ ...J 



;:--

2	 5j ~ ..' ~-~-- ~.3 -~-- --- ~ -~ ..-~- l~ -~.~. 4	 I 
7 I Penentuan 

Pembayarart 
Ternpat 
Pembayaran, 
Anqsuran dan 
Penundaan 
Pembayaran 
Retribusi 

I 8 IPernan!aa!an 

I 

I
 
I
 

I 9 IPengurangan 

Keringanan, 
Penundaan, 
dan Pembebasan 
Retribusi 

10 I ~~~~~~~:.~i~'"";I I ' ....,...,,:;, , ,- ...~ .."', 
I IYang Kedaluwarsa 

l~ , '_._. _.,_, ..,,-_~_~_~ ~~ '_~ 

Pasal72 I Pasal72 I Pasal 72 disernpurnakan

I( Retribusl dipungut denqan rnengqunakan SKRD atau i (1) Pernunqutan Retribusi tidak dapat diooronqkan. Idengan menarnbahkan1) 
dokurnen lainyang dipersamakan. ! (2) Retribusi dipungut denqan menqqunakan SKRD Iayat (1) baru

I(2) Dokurnen lain yang dipersamakan sebaqairnana I atau dokurnen lain yang dipersarnakan. I 
dirnaksud pada ayatrt) dapat berupa karcis atau I (3) Dokumenlain yang dipersarnakan sebaqaimana . 
harqa tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu I dimaksud pada ayatrt) dapat berupa karcrs atau . 
berlanqqanan. harqa tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu 

I (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi berlangqanan. 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 73 disempurnakanPasal73~)=-RuA§tAtaR R ' Pasal 73 dengan mengacu Pasaletr~=J (1)	 Pemanfaatan dari penerirnaan masinq-rnasinq jenis 
peRdapataR d - &89·· Umum g••",~ ••,oR ••• di••I ~rw..."m.....,,_ 161 Undanq-Undanq 

yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan1 Ayeke Ka& 

Nomor 28 Tahun 2009 
t2-}=R-&t~~Jas&-o~cupak8f'¥=P~at9R==A6# pelayanan yang bersanqkutan.
 

{)88F8A eaA 6i8A~~arkaR -deism---· !\Rgsarsn I (2) Ketentuan menqenai atokasi pemanfaatan
 
P8R€lapata .. dan 1i81a~ QaeFQR. penerimaan Retribusi sebaqaimana dimaksud pada
 

f-3tc- PemamaatEilfr RQsilRemooii JS6a· UF¥lUffi
 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 
se99~9imQAa 4+mal'liSu8' ~adaQ~ (:t-r-daR ay~
 
dit8tQpk~ft=Pefatur8R OaeraA,
 

Pasal 80 disempurnakan I 
\ I) Bupatt capat membertkan pellyUlanyall, keringanan, : (~) Bupati dapat rnemberikan penquranqan, 

penundaan, dan pembebasan retribusi kepada wajib 

PasaJ80 Pasal80 

keringanan, penundaan, dan pernbebasan retribusi
 
retribusi.
 kepada wajib retribusi. 

(2)	 Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, I (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan,
 
dan pernbebasan retribusi sebagaimana dimaksud
 dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
 
pada ayat (1), dapat diberikan dengan
 pada ayat (1), dapat diberikan denqan
 
memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib
 memperhatikan jenis retribusi. kemampuan wajib
 
retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib
 retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib
 
retribusi oerdasarkan peraturan perundang-undangan
 retribusi berdasarkan peraturan perundang

yang berlaku.
 undangan yang bertaku. 

(3)	 Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan I (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan,
 
pernbebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
 dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan
 
set81all eerl(E)RSultasi deFl~aR DPRO.
 Bupati. 

Judul BAS XXI 
K£DALUWARSA PENAGIHANOAN 

BAB XXI BAS XXI 
disempurnakan 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG I KEDALUWARSA I 1 
KEDALUWARSA __~~ ~~L ~__ ~___ ~._. ~ ~ ~_ ~ ~ ._ 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG 

_ 



I 1 2	 3 1 4 I - :5 
. 

I KETENTUAN PERAlIHAN Ibaru yang. menqatur 
i Pasal "" , pemberlakuan retnbusi tera 

11	 Ketentuan Peralihan I BAS ".. [Penarnbahan bab dan pasal 

11 Pernunqutan Retnbusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan I 
I dilaksanakan setelah Pemermtah Daerah rnemberkan 
il pelayanan tera/tera ulanq dan telah rnenyediakan alat untuk " 
I melakukan pelayanan tersebut . 

Pasal91 I Pasal 91 I Pasal 91 disernpurnakan 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rnaka . 

Ketentuan Penutup12 
Pada saat Peraturan Daerah in! rnutai berlaku, maka : 

a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nornor 13 a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahanl Tahun 2004 tentanq Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan: 

Ib 
Kebersihan (Lernbaran Daerah Kabupaten lampung 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 22 Barat	 Tahun 2004 Nomor. Tambahan Lernbaran 
Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Daerah Kabupaten Lampung Barat Nornor.... );

I 
Jatan, b.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barattsomor 22Ie	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SaratNomor 04 . Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Tahun 2002 tentanq Retnbusi Pengujlan Kendaraan ] Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten t.arnpunq BaretI	 Berrnotor: Tahun ..... Nornor .. , Tambahan Lernbaran Daerah 

d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 02 Kabupaten lampung Barat Nomor. ... ); 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 04 
Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil; Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 

e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 02 Bermotor (Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2002 Nomor .... , Tarnbahan Lernbaran Daerah 
01.I<;kl:"<;I"""185· I Kabupaten Lampunq Barat Nornor.... );.. . ~ i 

f.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 03 I d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor UL 
Tahun 2009 tentang Retribusi PeJayanan Kesenatan pada Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Serta Retribusi 
Rumah Sakit Umum Daerah Liwa. Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran

I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 
Nomor.. , Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor.... );! 

e.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 02 
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
pada Puskesrnas (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Lampung Sarat Tahun 2009 Nomor ,Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor ... ); 

t	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 03 
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan I 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 
Nomor .... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

~'	 Ii ~ ,

LcllllfJWI!:/ Ddldll'tuII,,,, ... ,.l__J__ ____~__J_~	 ._-L..D_.I~_~~~ ~_:~~fnya~:~a~_~i~:~_~=r~~_~~~._..__ __ ___.__ l~_._. __. .~ JI

~-,-~---, ._----~----~-"- ~-,~ .._------~-~~.._~---_. 
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1 

13 

14 

_'~' __~_______"_r--o_.~__~._-_-._..__ - .. _ ~-_._. ----~-

2 3 
~----f----.---- --

Penetapan 

Penjelasan 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 
BYPATIU\MPUNG BARAT, 

MUKHLlS BASRI 

-

------<---_...-~-_.~ -~._--_ .... _._~-~ .._ _._~~ 

4 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 
SUPAll LAMPUNG BARAT, 

MUKHLlS BASRI 

5 

Disempu rnakan dengan 
memberi spasi pada nama 
jabatan yang menetapkan 

Disesuaikan dengan hasil 
koreksi pada batang tubuh 

GUBERNURLAMPUNG
 

ttd
 

SJACHROEDIN Z.P.
 



lAMPIRAN III KEPUTUSANGUBERNURLAMPUNG 
NOMOR : G/495/B.III/HK/2012 

No I Materi Raperda 

1 I 2 
~_.,~----_.~-'- -~~ ",' 

3Dasar Hukum 
Mengingat 

I 
12 

1 

I
 
~. 

2 Diktum Memutuskan 

3 Prinslp dan Sasaran 
Dalam Penetapan 

, Tartt Retribusi 
(·1) 

(2) 

1 I I 
I. 'I____-1__'__ ~_~ ~ _~_._~.. ..J ..~ 

TANGGAL : 25 JUNI 2012 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN lAMPUNG SARAT
 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 

KeteranqanRurnusan Penyernpurnaan Rumusan Raperda ~--._--------4-
~ J~ ~ _ _ _~ ~_ ~ ~ ~~ --_._...~~_.. ~~~-~ -~----I--~.-.~-~-,-__,~-~~.. -----_._.._----

54 

Angka 3 dan angka 12 
danPemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun ~ tentang Peru mahan I 3. Undanq-Undanq Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

disernpurnakan dan urutan 
Tahun ~ NemeF2~, Tambahan l.ernbaran Negara 

Perumahan dan Pernukiman (l.ernbaran Neqara Republik 
sesuaikan denqan hirarkl 

Republik Indonesia Nomor~), 

Indonesia Tahun 2011 Nomor ... , Tambahan l.embaran 
psrundanq-undanqan 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang 
Negara Repubhk Indonesia Nomor ); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Psrundanq-undanqan (t.embaran i Pembentukan Peraturan Perundanq-undanqan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Neqara Repubbk 
5234), Indonesia Nornor 5234): 

Angka 21 dihilanqkan 
t9RtGlR~ PeRY8FR~.,.rRaaR PeFall:frGiR MeRteFiQalam ~'eseFi 

~QI;rler JTaR~n 10i4teRtaRS ~GI~· Caf~ 
,n__ __. '_'", . _ ........ _ .. _.. ._ ..... -.

PeFat",rGlR MelRtsri Dalam~'es~ui~'emeF42TGlRWfl 1Qi4 

TGlRIliR gaR PemgeflaR Hak l':tas . I aAGlRP8FA~9rtan lilln 
QaRSilflaR ~8r:tGl liiA· YRsaRS URElaFlS G6IR!!!!ilwaFl Basi 
PSFWS6IRaaR Peril6al:laaR yaRS "'HiRsaEl6l1~aR PeR6IRamaR 
Mesal FRBRWFl:ft URGeR!!! lJR€laR!il !lIISFRSF i TGiRl"IR1 ge7 eaR 

UMGiFl!il YRS6lFlS ~'emeri Tat:H:4R 1Qii; 

Penullsan titik dua () tanpa 
spasi 

MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: 

Pasat 3 ayat (1) 
Prinsip dan sasaran dalarn penetapan besarnya tanf (1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan besarnya tarif 

Pasal3 Pasal3 
disernpurnakan 

Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tuluan untuk Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan 
menutup biaya penyelenqqaraan pernoerian izin yang untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
bersanqkutan. penyelenggaraan pemberian izin yang bersanqkutan. 
Biaya penyelenqqaraan pernbertan izin sebaqaimana (2) Biaya penyefenqqaraan pernberian izin sebaqaimana 
oimaksuo pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen tzin, dimaksud pada ayat (1) rnehpuf penerbitan dokumen 
pengawasan di lapanqan, penegakan hukurn, izin. penqawasan di lapanqan, penegakan hukum, 

~ ... :' ~~,~ - ,~., "···v' ""---c-.~ ..J~,~o~,.,I~ ~,~",...,';f '"',...,.. "",,.,.,h,,,,rn-.,, , ,,<>,,:o>t"ll 'C::"'lh(~:;'m rl~n hi:::l\f:::l darnnak necatit dan
~~ijl~HdU';;)Uli~(;jJ~l .... b<i~l ~iYl"'"'" --"h'r~'--"'· "-::;,-,,". "",'>d;, 1- '- ,- - "- ,'~. 0 l .t"l ~ g' 

12m tersebut. I pemberian izm tersebut. 1 I . .._~ __ ~ .. __~~ ~ __.._..__.._ ..__ . ._~ ~.. _~_~_ .._~ ._~. __ .~_____ ~~ ~ ~_~ ..._.. ~__ ._..__~_ .__. ~. ~_ .. .. ~ _ __. J 



2 3 4 5 
,_.~ -" • '< -~-- ~~-

4 Nama. ObJek dan Pasal d Pasal 4 Pasal 3 drsernpumakan 
SubJek RetntJusl Denqan nama Retnbusi lzin Mendirikan Banqunan dipungut Denqan nama Retribusi lztn Mendirikan Banqunan dipullgut 

Retnbusi sebaqai pembayaran atas pembsnan izin mendmkan I Retnbusi sebaqai pembayaran atas pelayanan pernberian rzm 
banqunan 6l6h PemEuifllaR DaoFa~ rnendirikan suatu banqunan 

Denqan nama Retnbusl 
Pasal 12 
lztn Ternpat Penjuatan Minurnan 

I 
,I 

I, Dengan nama Retnbusi 
Pasal 12 
IZIn Ternpat Peruualan Mlnwnan 

Pasal 12 drsernpumakan 

Beralkohol dipunqut Retnbus: sebaqat pernbayaran atas Beralkohol dipunqu; Retribusi sebaqai pemoayaran atas 
pernbenan IZIn ~ penjualan mmurnan bera'kohol eIeA pernbenan izin untuk rnelakukan peruualan minuman 
Pem8riRtaR DaeFaI:! beralkohol disuatu tempat tertentu. 

Pasal19 Pasal19 Pasal 19 disempurnakan 
Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Retribusi Denqan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Remousi 
sebaqai pernbayaran atas pemberian izin qanqquan @leh sebaqai pernbayaran atas pemberian IZIn tempat 
PefRsFiRtaR Qa8~ usaha/keqiatan kepada orang pnbadi atau badan yang dapat 

menirnbulkan ancarnan bahaya, keruqian dan/atau gangguan. 

Pasal25 
1I Pasal25 Pasal 25 drsernpumakan 

, Denqan nama Retribusi lzln Trayek dipunqut Retribusi sebaqai Dengan nama Retnbusi lzin Trayek dipunqut Retrbusi 
·pernbayaran atas pembenan ItIn lrayek oleh Peruenntah I' sebaqai pernbayaran atas pernberran !ZIIl kepada orang , 

I
Daerah. pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan anqkutan 

I umum pada suatu area beberapa trayek tertentu. 

Dengan nama Retribusi 
Pasal31 
izin Usaha Perikanan 

I 
dipunqut IOengan nama Retribusi 

Pasal31 
Izin Usana Perikanan drpunqut 

Pasal 31 disernpurnakan 

Retribusi sebaqai pernbayaran atas pemberian izin usaha Retribusi s~bagai pernbayaran atas ~elayanan pernberian IZIn 
perikanan oleh Pernerintah Daerah. i usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan untuk 

meiakukan kegiaiarl usaha lJ~ndHykdp<.'hl Jan p8inbudid"llaan 
ikan. 

Pasal5 Pasal5 Pasal 5 disernpurnakan 
(1) Objek Retribusi lzin Mendinkan Bangunan adalah (1) Objek Retnbusi lzin Mendirikan Bangunan adalah 

pernberian izin untuk rnendirikan suatu bangunan. pemberian izin untuk rnendirikan suatu bangunan. 
· (2) Pemberian izin sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) (2) Pernberian izin sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan peninjauan desain dan pernantauan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan 
I pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 

rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang. 
tetap memperhatikan koefisien guna bangunan ~ dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan 
koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketlnggian (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien 
bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan 
yang meliputl pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

.
I 

penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam 
rangka memenuhi syarat keselamatan bagl yang 

L__.._......... 
(3) Tidak termasuk objek Retribusi P9rii!'IRaFl Mendirikan menempati bangunan tersebut. 

8anaunan sebaaaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (3) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendlrikan I 

~:~~~:~~:~r:~Uk_ bang:nan mmk~emerrntah .0'al__ ~~[;;J~r~:~rr~:~:~u:~a~~:\~a~;;~l_ ._. j 
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[ 

I 

1 

I 
II 

I
II

I 
"

I 
I 
I 

Cara Mengukur 
Tingkat 
Penggunaan 

j Jasa 

Pasal20 
I (1)	 Objek Retnbusi IZIn Gangguan adalah pernbenan 12m 

ternpat usana/keqiatan kepada orang pnbadi atau Badan 
yang dapat rnenirnoutkan ancarnan bahaya, keruqian 
dan/atau gangguan, termasuk penqawasan dan 
penqendalian keqratan usaha secara terus menerus untuk 
menceqah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, 
atau kesenatan urnum, memehhara ketertrban lingkungan, 

I	 dan rnemenuhi norma kesetamatan dan kesehatan kerja. 
(2) Tidak terrnasuk objek Retribusi sebaqairnana dimaksud I (2) 

pada ayat (1) adatah ternpat usaha/keqiatan yang telah 
ditentukan olen Pernerlntah atau Pemerintah Daerah dan 
ditetapkan denqan Peratuan Bupati, 

Pasal32 
Objel( Rg~ 121A Usaha ,p'9ffkaFli¥l Glaal~em~GFlafl ii!in 
kEl~aga eFaRS f3Fi9aeli ata.. 9a6aR ijRt~k· mslal(l:;iI..aR 

I ~acf*'lnanikaf~'Fdan.pe~~~-I~ 

I 
Pasal7I

IH3§iatan 

(1) 

(1) 

(2) 

I (1) Tlnqkat penqqunaan jasa iz:in mendirikan banqunan diukur I (1) 
berdasarkan j8Ris ~8IayaRaR, faktor luas bangunan, faktGJ 
~~eHlHII1~Kat tJdll~tllldll, Udl i ~ ~t:IIYYO" 'dd'" 

bangunan, 

Pasal 20 
Objek Retribusi lzin Gangguan adalah pernbenan izin ternpat 
usaha/keqiatan kepada orang pnbadi atau Badan yang dapat 
merumbulkan ancarnan bahaya, kerugian dan/atau 
gangguan, termasuk penqawasan dan penqendahan kegiatan 
usaha secara terus rnenerus untuk rnenceqah terjadnya 
gangguan ketertiban, keselarnatan. atau kesehatan urrorn, 
memelihara ketertiban lingkungan, dan rnemenuhi norma 
keselamatan dan kesehatan kerja. 
Tldak termasuk objek Retribusi sebaqaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah ternpat usaha/keqiatan yang telah ditentukan 
oleh Pemenntah atau Pemerintah Daerah gaR £liletallkan 
geR!JOlFl PeraluaR9l~. 

Pasal32 
Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan 
a.	 Pernberian lzin kepada orang pribadi atau badan untuk 

melakukan 
1 Usaha penaqkapan dan dengan menggunakan kapal 

penanqkapan ikan berukuran 5 GT s d 10 GT. 
2 Pernbudidayaan lkan 
3 Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang 

pembudidayaan ikan yang berdornisih di wrlayah 
daerah serta tidak menggunakan modal asing 
dan/atau tenaqa kerja asinq dengan lokasi 
pembudrdayaan Ikan sampat oenqan 4 mil laue 

4.	 Surat lzin Pengangkuatan lkan (SIPI) dibidang 
pernbudidayaan iakan kepada setiap pernbudidaya 
ikan yang berdorrusili di wilayah daerah serta lidak 
menggunakan modal asing dan/atau tenaqa kerja 
asing dan menggunakan kapal perikanan berukaran 
diatas 5 GT s.d 10 GT dan berpangkalan diwilayah 
daerah. 

b Pungutan Hasil Penkanan. 
Dikecuallkan sebaqai obyek retribusi adalah 
a nelayan kecil: 
b pernbudidaya kecil; 

Pasal7 
Tingkat penqqunaan jasa izin rnendirikan bangunan dlukur 
dengan rumus yang didasarkan atas berdasarkan faktor luas 
~CH ,~U~ ~Q.~, ~6fI-~-;:d:-~ '~;:"';;k:~ b=:~;;~~:i:~ :j:!~' ~t'\""-""1f''5 

penggunaanbangunan 

Pasal 20 disernpurnakan 

Pasal 32 disempurnakan 

I 

Pasal 7 disernpurnakan 5 



cl 

4	 5I[ 1 t·' . 2	 3 

(2)	 Faktor sebaqaimana dunaksud pada ayat (1) drberikan Faktor-faktor sebaqairnana dimaksud pada avat (1)I
I 

I diberikan bobot (koefisren Ibobot (koefisienj.I 
I
II 

I
i (3)	 Besarnya bobot (koefISiEm) sebaqaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan sebaqat berikut. 
21< K.cefiSh?n t.uas 82!ngunanJK~B2I 

!' I I Nc, I Luas 8angutid n _I Bobol!koe.!~slen 'I , 1 I LU8S 0 ~ 100 11)' 1,00 

~~ !~~~Jj~=~it~~ --~!i--=:;~I~ __ _~__ .~<~. t __ ..~~". __	 _ • __ <_ .
~; lC!efi§l~.I1_.K§!ti!)ilgill.!l.§~llgun§ln (I$!<BL_ .. __ . -. ~t ·Jf~~iu1If~~ifilUt1<!~. 1~ ... B~b2~~[8~~~n. 
_~L2 (dl!91Iant~_.~__.J~._.. 1,~O < 

e Koefisien Guna Bangunar1 (KGB) 

,~t?·-1 HUr1~~=!3a~~.!I<lI.1~. _- .~- BObO·~t;~=~n__= 
I
tl1~§;il~~~~~ i:ij~-~~ 

(4)	 TiR~kat f.HiRSSl,IFleaR· jeea ~iRitwRS" beFsa6arkeA· ~eFkaliaR 

.mti)F;;ll:JnQ~t (keefISIElA)· 6eBa~alFflaRa all:¥:lak6~El· ~aget=ayal " 
(a) RWFWf a sam~ai EleRsaR RYFWf Ei 

Pasal22 
Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan (1) 
kawas3A leF¥uilat·· geF~saRaaA, luas ternpat usaha, dan ~ 

gangguan 
(2) 

(3) 

(4) 

___L	 _...~ .....~ __. . .I.... 

Besarnya bobot (koensten) seoaoaimana dunaksud pada 
ayat (2) ditetapkan sebaqat berikut: 
b Koefislen t.uas Ba(~lI)a!1 (KL8l

INa	 ~1 ._ LI~9_& 8angunaii~~-1 Bobotlko~fisll")n i 

= 1 ]Luas O·~ 100lfl' I 1.00
 
.? _~LlI~s 101 =-i~Q~~-_._ _.1,§Q
 

."~t~~-~~t.-13§g ~'.' -- '.--. --.....-.- .. ;:;g .._" 
"~ff.--iuas1OO1~-2000 rT?---- -.~-.~-4]0"

6.	 l.uas 2001-":"3000 m7 - - -----.-4,50·---· 1
 
[-7:~ __(~a~;> 3990 I!l)~" .. __ -=. -'_=:=§,OO~=--==-=
 
..!... K(l£~~(;;t:ll<e!it"l99i§1r:L!3cmf!~_,:,ani'SKf?l .~_. _ ~_
 

[~1if~~~t,;!~~nan_=_l· B:'f!,,~n~J 
f Koefisien Guna Bcmgunan (KGB) 

1~-N0=IT~-=~- Guila-·~anglli1rl':l.._ j-_	 _R:...QI:'.ollkoefislen -~ 
1.	 Hunian 1,00
2 ~--~§.a~.!na~n _----- ~.~:. - ~- -:1:00 -~ - _ 

li ~~~ft;;,~~~a ~1-.- -t~ --~1 

Pasal22 
Tingkat penggunaan [asa izin gangguan diukur 
berdasarkan perkahan antara tuas ternpat usaha, dan 
tokasrindeks gangguan< 
Luas ruang tempat usaha sebaqaunana dirnaksud pada 
ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebaqai 
jumlah luas senap lantai. 
lndekszlokasl gangguan sebaqaimana dirnaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebaqai berikut 
a. Tlnggl/besar	 indeks 3; 
b. Menengah/sedang .	 indeks 2; dan 
c. Rendah/rinqan indeks 1 
lndeks lingkungan sebaqaimana dirnaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebaqai berikut: 
a.	 lndustri indeks 1; 
b.	 Perdagangan meeks L; 

indeks 3; dan 
indeks 5.~.~~:~~S;;n!pem~!f11.~n 

Pasal 22 dtsernpumakan 

I 

1._- __. 
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2	 3 
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Pasal28 
Tingkat penqqunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis 
kendaraan dan kapasitas anqkutan ya~f"kaft=-- olQh 
.~ 

Pasal34 
Tinqkat Penggunaan Jasa lzin Usaha Penkanan diukur 
berdasarkan C 

a-.	 ~8Ia¥aRal%1 12m lsIsat:1a 4lElrn9I:lgidaya.u~ ikaA 8loQif~ 

dllslkYF 98F9asarkaFi IlsIas lat::laAyaRi ajl:lwaieayakaA, j8Ais 
wsat::l3, tlFlSIHIIt kstsRaRgaA air" eaR jwrnlat:l . WRit ynAg 
~ayak3Fl 

~	 f)SlayaFl3Fl iZIR \:lSat:l3 ~ElR:l9ls18i9ayaaFl ikan ej air ~ayaw SaA 
dilalslt ailsll<wF 98feusarl<aFl Ilsia", lahaR, jeRi", b1SaRa, rnetoQe 
~g ai~al<ai,9aFl jw~la/>:l rakitJwRlt yaf1!J ;ikilwaieayakaR 

€i~a)laRan ~R==-llsal:la-~eRaR~14a~aR ikan=4iti~Hf 

Bef9a6arl~aR s8ra'ketef 14a~al/Cro&s TeflRage (GT) 
o~~-peIa~~~-usaRac. "J*)R!jaO§kt~~=4~ 

gefQ8sarkaR sElra' l'OOt~a~altC;ff}SsTeRRa~e (GT}, 

Pasal 17 
Struktuf dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebaqai berikut; 

If~~lM~~~_"i,,~m~,:~~1:~~~;"_r_a_,a_n~~__-..~
 
2	 Hotel melati, wisma, dan cottage
=-----'~_:::	 7-. 
3.	 Restoran, bar, klub malam, diskotik, 

karaoke 
--,~---__ .. . _ 

4
 

Pasal28 
Tinqkat penggunaan jasa iztn travek diukur berdasarkan Janis 
kendaraan dan kapasitas anqkutan 

Pasal34 
Tinqkat Penggunaan Jasa IZIn Usaha Penkanan diukur I 
berdasarkan volume kegiatan, jenis a/at tanqkap, frekllensi ' 
penanqkapan dan tuas arah pernbudidayaan dan dikeluarkan 
dengan tarif. 

5 

Passl 28 disernpurnakan 

Pas81 34 disernpurnakan 

'ket,,---~--4~~~:~~'~~r~~~s::~·i:~,--~U~~~~k~-·danIff--=~-~~~~r:- r~: -, ~~_= ~:l~~n~;:~~~U~ 
minimarket	 - Toka bebas Ilea 

Iran-~--=~~T o~6 be~.?_b£a -_;____=~ f32~:_,__ ~.QQO~9.90, ~.--- s ~:~!a~l ~~~~~~~~i~~:ru 

-'--~-'Ternpat tertentu lalnnya (dlletapkan denqan Rp 3000,000,- ---c-------=~-- _~'J:c.~L 
Ke uiussn Bu aJj) .'	 B M,numan Beralkohol GOlongan!l_ _. 

Mii:;ull;a!8erafkOhO~GOlon--a;;--B-~--'------ --~,-- ------~. _~.~ ~ Hotel blnla.!:'ll~ _ 
'I-~'--~'~ ,_Jl -_.~--- -~--------------.,,- c Hotel melatl, wsma, dan co L.1	 H t Ib I R 15000 000-- -.-- ----------.- 

;kot!~,------2- --H~t:1 ~~I:;;~wlsllla, dan cottae .---·--Jf-----lt500-:000~:-- 3 ~:~:;~k~r, klub malam. 
,-_._,------------------~,_. ,~_._.-_---- ----------._._---- ----'---- , , .. 

-

mketIf~~.:~=~;~;~'"~~a~~=.~~I,k~ d., i·:~ ~- ~': :::::. Et-?~~~1"'-~pe-.~·· 
~. 

._------._-

._:F~--Ti":·"~~ ~_N_:~~~f~u~~~~~~~:~~~g~~a; ---=f~~U:-l RP~'-'-~1~~Jf~uol~J.11
 
~.Rn 7.500.000,- _tJolel !!lelatl, Wisma, dan 00r--}- -~-t~.~ 7500000"1 

-~----- 3. Resloran, bar, klub malam, olik, ,. btl Rp .__6~O~..dan	 Rp 6.500000" dan karaoke 
~ -- -	 __ ~_-._--_-_ _ 4 D!Lual eceran .-

Pasal 17 I Pasal 17 disernpumakan 
Struktur dan besarnya tarit retribusi Tempat Penjualan I d. en~an rnenambah volume 
Mlnuman Berakohol ditetapkan sebaqai berikut: penjualan mmuman 

I--fi=-----~M~ {lfV:; I 

I I	 Pa~a! .~wal(lY'ln suoermsrket d:'lll I Ro 7000 000- ~_.-- -_.,,_ .. .,--~-------- --'c-----'-l---~ -- 1-------- .---'.--- '---11", k t . --, -' ,., . . , 'l 5 Tempat te:tcntu !3:nnyJ (dl!cIJpkJn 1 ,bll Rp .1Ollil 000 
__ ~ __m.!.OImar e _ __"..__ __ _ ~,_~___,_ ~__ _ denoan Kepulusan Bupati) J1 Tokobebas bea R 6.000,000,- .~-,. .-- -"-'-----.-- - --- ----~--- .--,-----.----- 

,, . _0._ ' _ .. ~_~__ , ~_. ~_~~ _-_~ ~ 

btl Rp _-=~- 6.0000()9,,', 
bll Rp 5000000.

btl .B1C=~,.4.~OOO::-_ 
,,, bll Rp 3000,000" 

. --&_~--.~~-,,~~---_¥~--~~--

-1l11 .~-~-=-_15]OOOO9-,,: 
btl RQ._.~ ..illO!QOO,.:.. 
btl Rp 10,000000" 

~O __~ 

--~~~~_--_.~----,~~,-~"~---.. ... 

,c-,bti-- -§J:---==--80000®.~ " 
_:_-~---

btl Rp 7000000. 
-_....., .. 

WI

J-,. ~- ---"--- -- -~-- ._---~~. --~~-~-~----'-" 
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2 3	 4 5 
-' 

dileiaDkand81lQJn I RD~ ~- 41-'1 Tempal terl€mtll- lallliiya (,	 . .... . . . .",... ' 

,.,],nil,~~~~~~~:"J,~U~l!J9J!1_ f----" IF-r~~-~-~::~J~\:r~jsn~t~:~I1--~~--~'-l ~~ J~~-
I~_.I ~l __.._._.H,...9t.e.~.!JI,nt~I9..". '-~'.' .... -.'" .~..~-'~- --, ..I.~.,p. 32.!J.lJ.\.!jl9.Y..U,'.J I ResIOian.l:lar, k!ub rnalam j' bii .f' Rp 1;)I)IItHIIJU IlL _H(l.t'!l..!l1ek3l1lA',sn1~"-dan(.911age _~._l RL. II Q.()OuooJ I I' ~ _,~' ~__ 

I I 3 Iqest~~~11 bar kI1l1"i,J1aliil '1",'11,1, dan iBP I~ [JOD (Jon I I ,,<l i~.'" ",,' 
I ~ DI!llal m;mail J -' _ I . __I _ i btl t 12 uOO. I 
_ . _ QI !2 ~:()__ _ i Rp 12r,OOf!Ol)lr r~ s.... a'.lViJll SlJh~mUIK':1 I 1'1'1 I 1100 

Pasal swa!ayan supermaoet, dan I Rp 1() 000000 _ dan I1llfllmoClrl\~t_ _. __~ -4- -' ' __ . ~ 

. __ ' ........E1in~nlilrket ~. .__.. _ __ ~~ . _ __ .~~o tleM.§. bed. _ ~ J _~ JlJ'. .~Jl . 
__ '... _.,, .101\0 bebCl~!J€a._,. . .. ~..~ JUl!]D 9..QQ, 5 Temp)! tertenu lalnnya (dltelapkan btl Rp~ , 5 ~~,:':.:.,';L~"",'_(d't.~""," ""~."" t,o ___'OOO~ 1_-- _de",,,, K",",",," ''''''''-1 - tJ .~_~ _J 

Paeala.6 Pasal23 Pasal 23 disernpurnakan 
~11=~A.iwf+9aR· QeSarR ya .relFi9~ei Qlblk~r ~ef!l!JaRc WfI'H46 lwas (1) Besarnya tarit retribusi izin gangguan didasarkan pada dengan mernasukkan rurnus 

rH&m~ wS3tladikah iAdeI"e !JaA~§~af!l€lil(ali if!l€lel'l& kawasan perhitungan dengan rumus sebaqai berikut: retnbusi izin gangguan 
d+kali tarif. Retribusi izin gangguan Indeks Iingkungan )( meeks 

(;;1j .~~k&1 ~an~~wan .699agaiR:'lana ~iFRal(SlH~~a~aay~ gangguan X luas ruang usaha 
a~ (CIA 6s9aga~9efi~"t =--;ry (2) Besarnva tanf luas ruang usaha ditetapkan sebaqai 

a= fln~~lttf9Sar - iR~eks ~ benkut 
&= MeRsngaR;Ie;saaAoi mEieks 2: Ei r -~[<i:l·-= _~~as~·Rui~ Usa~C!' ~r~~ ···-=-Ianf_~ -=J 
G,... RsneaR/rin~aR· . . iResl" -4' aR 

L"ll... ~f' k	 6 . 
~awasan ~8ba~aimaRa a+mak e

ditQta~kan 6Q9asa, berikwl; Eit,l ~a6la ayat(1) 

~ IR€l~etri	 .. ing6lks 4; Jj~~i~~~g:~:==J~-===_J~!}lj 
b- Flerea§3RS3n iFlEleks ~'
 
IJ - Pdll"':l~dld '.,; ,
~ Fl·~kt.--a- dan
.·erWFAa/:iaRJ~9FAwkimaR .. : iFlEleks 9:
 

(4)8~:~~~wr ElaFl861EiaFR~a tar;f rslriewsi Elileta~kaR· 689a9ai
 

Pasal 29	 Pasal 29 1 1 Kartu penqawasan sudanI
 
Slr.tJktur b~:>arny§!.~relrib\:!si izi'llra~_k. dileta kan se~~rikLJt, Struktur ~ besarnya tan! retribusi izin trayek ditelapkan sebagai termasuk dalarn pemberian 

NO-t Jenis Kendaraan .--.---..- Tan! berikut izin trayek sehingga tarit kartu 
1 Kendaraan angkulan kapasitas sampai Rp 200000,- No. Jenis Kendaraan penqawasan cukup digabung 

den an 8 tern atduduk-' ----.------.~_.:-.. ' .~--'----""---'	 . 
..~. ~--~~-----.~~,-_..._- .-. -~-,....-------.. 1. Kendaraan angkutan kapasitas ke dalarn tarif IZln travek, 

2 ~:~d:~a~; te~~~u~~~u:apaSllas 9 sampai Rp 300000" .. _ ..sampal den9.~n 8 temp-a! dU<!ll~ .. _ ~ .. __ 2 Masa berlaku izm trayek 
.r-,....'	 .' _.....9~._._.~'. _._'~,.-~.--,.. _.... _-....,.---_.'-'~--. _.'-_.-.--..C. _.-..... 2. Kendaraan anqkutan kapasitas 9 Rp 300 000 - 15 th ~ adalan 5 tahun dan dapat3 jl Kendaraan angkutan kapasuas 12 sampai Rp 500000" . , .. . 

de~an 16tempat duduk . ~ sa'!lP'~1 dengan 1~ !~mpaLduduk ~_ _ ~____ dioerpanianq, sesual denqan 
4.-- .~ Kendaraan. an,9k.uta..nkapas,la-s17s amP.ai .RP--65.0. ooO:-':~ I 3. Kendaraan angkutan kapasitas 12 ' Rp 500 000" /5 th pasal 57 Kepmenhub N°'I 
..__ ..deng~.!!.-2~~,!,'pat dlJ.s!~ __..,_,~ , " '~. __ ._._. __ ~_J,~'!f!1P~i~~!!9~fl1!3 te'!lP.~,U:luduk . ~ ~.__ KM.35 Tahun 2003.. . . 

.. '.i~.1 ~~~:;~~;_IJ~n~kUI:n ~~~.asita~_lebl~~_.~~an.28 ..~._.~50~~O,~ f-~. ~~~:~a~~gC;=~?~1;m~~r~~I~~~_~7_1 lip. 650 OllO,-I~ th ~ ~~;::":;~. kl~~~nR;~~I~J~~~~~~3I 
I {>o	 Oafti'lF bllaA~ kaFtbi Jl9R~a ..a6aA 5. Kendaraan anqkutan kapasitas lebih Rp 750000,./5 th sehlngga pendaft,aran ulang 

., 1I.~-~~ ~·1r:l R ~ ~ ,.j ••"J...... senap tahun tidak perlu
I 
I	 I I I I ISR'lJleI9b19b1k I j J ',. ---' ,_~_~L~ I OIKen<lll.dl! Uldy". 

I I _.. ~_ .JJ_.: _~~ .. ~~~_~:~_~: leB~: 99.[1 Q 1~R'l~a~. _~ __. ~ I-~.. -	 - -- ~ ~ -~--._ "._, _.... __ ,_._~ __ ~ ._._... ~. __.. __ .~, _. ~ ..L.. __~~~'_"_ ,~_. .IL ~_,~_ ~, ,L~ -'_ _ ----' 
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Pasal 35 Pasal 35 Pasal 35 disernpurnakanI 

Struktur besarnya tant retnbusi lzin Usaha Penkanan ditetapkan Struktur besarnya tant retribusi lzin Usaha Perikanan disesuaikan denqan 
sebaqai benkut ditetapkan sebaqai benkut Peraturan Menten kelautan i 

a IZIn usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, a lzin usaha pertkanan pernbudrdayaan ikan di air tawar, dan Perikanan Nornor PERI I 
terdiriatas terdinatas 12iMEN!2007 dan PER/14! I 
'1 usaha pernbemharvpeodederan Ikan dengan luas 1 usaha pembemharvpendederan ikan denqan luas MEN/2011 : 

lahan 0,75 ha (nol kama tuiuh puluh lima hektar) atau tahan 0,75 ha (nol kama tujuh puluh lima hektar) atau 
lebih ditetapkan sebesar Rp 100000,- (seratus nbu lebih ditetapkan sebesar Rp 100000,~ (seratus nbu 
Rupiah)/ha; Rupiah)/ha; 

2.	 usana pernbesaran di kolam air tenang dengan luas 2 usaha pernbesaran di kolarn air tenang dengan luas
 
lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar
 
Rp100000,~ (seratus ribu Rupiah)/ha; Rp100 OOO,~ (seratus ribu Rupiahj/ha:
 

3	 usaha pernbesaran di kolarn air deras lebih dari 5 3 usaha pernbesaran di kolam air deras lebih dari 5
 
(lima) unit. dengan ketentuan 1 (satu) unit sarna (lima) unit dengan ketentuan I (satu) unit sarna
 
dengan 100 rn" ditetapkan sebesar Rp 150,~ (seratus dengan 100 m2 ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus
 
lima puluh Rup,ah)/m 2

, lima puluh Ruplah)/m 2
,
 

4	 usaha kerarnba jaring apung letnh dan 4 (ernpat) unit. 4, usaha kerarnba jaring apung leblh dar; 4 (empat) unit,
 
dengan ketentuan 1 (satu) urut sama denqan 4 x x dengan ketentuant (satul Unit sarna denqan 4 x x
 
x 2,5) rn" dlteta~kan sebesar Rp 150,- (seratus lima 7 x 2,5) rn" ditetapkan sebesar Rp 150.- (seratus lima
 
puluh Rupiah)/m ; puluh Rupiah)/m :
 

5.	 usaha kerarnba lebih dan 50 (lima puluh) unit, denqan 5 usaha keramba tebth dari 50 (lima puluh) unit
 
ketentuan 1 unit sam a denqan 4 x 2 x 1.5 rn" denqan ketentuan 1 unit sarna denqan 4 x 2 x 1.5 rn"
 
ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh
 
Rupiah)/m2

; Rupiah)/m2
;
 

l:> I?i~ usana pE'rik'ln~11 p",mhwiidayaan Ikan dl all' oavau (ian I b 12m usaha oenkanan pernbudidayaan ikan di air payau 
di laut yang terdiri atas : dan di laut yang terdiri atas : 
1, usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 1, usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 

ha (nol kama lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan 
Rp 100 OOO,-(seratus ribu Rupiah)/hektar; sebesar Rp 1OOOOO,-(seratus ribu Rupiah)fhektar; 

2	 usaha pembesaran IkaRo8RS9n Iuas lahan 5 ha (lima 2 usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha
 
hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp
 
(seratus ribuRupiah)/hektar. 100,000,- (seratus ribuRupiah)/hektar.
 

3.	 usaha pembesaran udang di tambak dengan luas 3. usaha pembesaran udang di tambak dengan luas
 
lahan 3 sam pal dengan 5 hektar dengan sistim lahan 3 sampai dengan 5 hektar dengan sistim
 
pengelolaan intensif ditetapkan sebesar Rp 1000000,- pengelolaan intensifditetapkan sebesar Rp 100000,
(seratus ribu Rupiah)/hektar. {seratus ribu Rupiah)/hektar
 

4,	 usaha pembesaran udang di tambak dengan luas 4 usaha pembesaran udang di tambak dengan luas
 
lahan 5 (lima) hektar atau lebih ditetapkan sebesar Rp lahan 5 (lima) hektar atau lebih dltetapkan sebesar
 
150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)/hektar. Rp 150.000,- (seratus hma pUiuh ribu Rupiah)/hektar.
 

~	 usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih 5 usaha pembesaran ikan dan/atau udang di laut lebih
 
dari 2 (dua) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit dari 2 (dua) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit
sarna 
dengan 4 x (3 x ::3 x 3)m J oltetapKan sebesar r:p I::>U,~ I ~i:lllla uell!Jdll .. i-.dlllvlI\,f '" \::; A ::; ~)".' .:mct;:;;:!;.::;:',AI I (seratus lima puluh Rupiah)/m2

; sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/ni; I" J , _ __ L	 J
I
 

·~,,_ ••~.~_o.._· ~ ••~_, _~_,_, __,_,_~'_ •• o__o__ ,~ ._~. __ ., ,__ ,_~,_o ,_"_,_, .. , • "L__~ .__ o ~ _~ _ 



2 3	 4 5j 
~	 usaha pernbudidayaan rumput taut denqan 6 usaha pernbudidayaan rumput laut dengan 

rnenqqunakan rnetode rnenqqunakan metode 
lal lepas dasar lebih dan 8 (delapan) unit denqan lepas casar lebih dari 8 (delapan) umt denqan 

ketentuan 1(satu) unit sarna dengan (100 x 5) m? ketentuan 1(satu) unit sarna dengan (100 x 5) rn' 
ditetapkan sebesar Rp5,~ (luna Rupiah)!m 2

, dltetapkan sebesar Rp5.- (lima Rupiah)!m2 

penqqunaan rakit apunq lebih dan 20 (dU8 puluh) penqqunaan rakit apunq letnh dan 20 (dua puluh) 
unit denqan ketentuan 1 (satu) Unit sama denqan Unit denqan ketentuan 1 (satu) unit sama denqan 
20 rakit, dengan ketentuan 1 (satu) rakit sarna 20 rakit, denqan ketentuan j (satu) rakit sama 
denqan (5 x 2,5) m2 ditetapkan sebesar Rp 5,~ dengan (5 x 2,5) m2 ditetapkan sebesar Rp 5,
(lima Rupiahl/rn" ; (lima Rupiah)/m2 

; 

(e)	 tali long line lebih dari 2 (dua) unit dengan (c) tali long line lebih dari 2 (dua) unit denqan 
ketentuan 1 (satu) unit sarna denqan 1 (satu) ketentuan 1 (satu) unit sarna dengan 1 (satu) 
hektar ditetapkan sebesar Rp 50,000,- (lima puluh hektar ditetapkan sebesar Rp 50000,- (lima 
ribu Rupiah)/hektar; puluh ribu Rupiah)/hektar; 

(d)	 usaha kerang hijau denqan menggunakan ' (d) usaha kerang hijau dengan mengqunakan : 
'1) rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga 1) rakit apung atau rakit tancap lebih dan 30 

puluh) unit denqan ketentuan 1 (satu) unit (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) 
sarna ~~ me dnetaokan sebesar Rp unit sama denqan (4)( 4) m? ditetapkan 
5,~ (lima Rupiahj/m": sebesar Rp 5,- (lima Rupiah)/m2

; 

2) long line 10 (seputuh) unit ukuran100 (seratus) 2) long line 10 (sepuluh) un it ukuran 100 
rnditetapkan sebesat Rp 10" (sepuluh (seratus) rncitetapkan sebesar Rp 10,
Rupiahj/m. (seputuh Rupiah)/m 

c lzin usaha penkanan penanqkapan tkan c lzin usaha perikanan penanqkapan ikan '1 

1	 penerbltan Izin Usaha Perikanan (IUP) penangkapan 1,	 penerbitan. lzin Usaha Penkanan (IUP) pen~ngkapan . 
ibm df'lngan kap81 motor berbobot 5 (limal GT sarnoai I ikan denqan kapal motor berbobot 5 (lima) GT 
dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rpl sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar 
50,000,- (lima puluh ribu Rupiah)/kapal; Rp 50000,- (lima puluh ribu Rupiah)/kapal; 

2.	 penerbitan lzin Penangkapan lkan (SIPI) dengan 2, penerbitan lzin Penangkapan lkan (SIPI) dengan 
menggunakan: menggunakan: 
(a) jenis jaring gill net dan f*iAGmSFi~Va'61i dan dengan (a) jenis jaring gil! net dan pancing rawai dan 

bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) dengan bobot kapal lebih dari atau sarna dengan 
GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT 
sebesar Rp30,OOO,- (tiga puluh ribu ditetapkan sebesar Rp30,OOO,- (tiga puluh ribu 
Rupiah)/kapal/tahun; Rupiah)/kapalltahun; 

(b)	 jenis jaring mini purse seine lebih dari atau sarna (b) jenis jaring mini purse seine lebih dar! atau sarna 
dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) dengan 5 (lima) GT sampal dengan 10 (sepuluh) 
GT ditetapkan sebesar Rp 35000,- (tiga puluh lima GT ditetapkan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh 
ribu Rupiah)/kapai/tahun; lima ribu Rupiah)/kapal/tahun; 

(e)	 selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud (c) selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud 
pada huruf (a) dan huruf (b) dengan bobot kapal pada huruf (a) dan huruf (b) dengan bobot kapal 
lebih dari atau sarna dengan 5 (lima) GT sampai lebih dari atau sarna dengan 5 (lima) GT sampai 
dengan 1U (SepUIUh) (;i I onerapt<an seoesar Kp 1 aengan IU \::'~lJuluh) ':;1 Jilt:ldlJt-dli ",~Le6"" ht-' 

25000,- (dua puluh lima ribu Rupiah)/kapall
~~o~~,_-_(d_U:~~I~~lm_a ribu~~~~ah~~~~~~l/tahun. I ... _~_., .~_ tahun.__ ~.	 ~_L.._ ,__, .~~_.__~ ~~. __ ~,_ ~ 
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1 l 2 

d usaha kapal penqanqkutan ikan . I d usaha kapal penqanqkutan ikan 
1 penerbitan izin usaha perikanan (IUP) penqanqkutan . 1 penerbitan izin usaha perikanan (lUP) penqanqkutan 

Ik.an denqan kapal berbobot leblll dan atau sarna ikan denqan kapal berbobot lebth dan atau sama 
II·

I denqan 5 (lima) GT sarnpai denqan 10 (sepuluh) GT denqan 5 (lima) GT sarnpai denqan 10 (sepuluh) GT
 
I ditetapkan sebesar ~,- (empat puluh nbu ] ditetapkan sebesar Rp 40000,- (ernpat puluh ribu
 

Rupiah )/kapal 
penerbitan Sura! lzln Penqanqkutan lkan (SIKPI) lebrh 
dan atau sarna denqans (lima) GT sarnpai denqan 10 
(sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp 25000,- (dua 
puluh lima ribu Rupiahj/kapattahun. 

Bagian Keernpat
 
Mas6I Retri9ijsi
 

Pasal9
 
Retnbusi lzin Mendirikan Bangunan berlaku selarna bangunan
 
tersebut berdtri tanpa menarnbah luas dan/atau rnerubah funqst
 

, awal banqunan tersebut 

Masa Retnbusi 

I 
Bagian Kelima
 
Masa Retri&ust
 

Pasal 18
 
Masa Retribusi lzin Ternpat Penjualan Mnuman Beralkohol
 

Rupiah )/kapal, 
2	 penerbitan Surat lzin Penqanqkutan lkan (SIKPI)
 

lebih dan atau sarna dengan 5 (lima) GT sampai
 
dengan 10 (sepuluh) GT ditetapkan sebesar Rp
 
25000,- (dua puluh lima ribu Rupiahj/kapal/tahun
 

Baqran Keempat I Judul bag ian Pasal 9, 18. 24, 
Jangka Waktu Izin 30 dan Pasal 36 

Pasal s disempurnaksn, karena rnasa 
Retnbusi lzin Mendirikan Bangunan berlaku selarna banqunan • retribusi adalah jangka waktu 

II 

berlaku selarna 3 (tiqa) tahun.	 selarna 3 (tiqa) tahun, 

Baqian Keemoat I Baqian Keempat 
Maliia R8tritulsi Jangl<a WaKtu IZIn 

Pasal24 Pasai24 
~Izin Gangguan berlaku selarna perusahaan melakukan I lzin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan 

kegiatan/usahanya. keqiatan/usahanya. 
~~61la~ .. f6lFl!i)ka f)8Agaw6Is6IR·· ~aR . d !il8RgeRl1aliaR m6l1\61
 

teFRa~af) ~emegaRg ii!iR ~aR~~llaR ~i'Ha~i9kaR melalu,lkaR
 
Qa~ar WI6IRg setiafiJ~ (tisa) laRwR 68kali. "
 

~ P8RgajwaR eafiaf wiaRS 688agaiFA6IRa QimakslH:J paea ayat 
(2) RQfl,lS sweaR eilakwl\61R dalamjaRska ",al..!w 14 (empat
 
b8k;1st-Rari 6stsiaR masa eerlal"... ieif:lb8FakRir.
 

II 
Baqian Keempat 

Masa REllri9~ 

Baqian Keempat 
Jangka Waktu lzin 

Pasal30
 
lzin Trayek bertaku untuk janqka waktu yaR§ lamaRya 5 (lima)
 

Pasal 30 
Izin Trayek bertaku untuk janqka waktu 5 (lima) tahun dan 

tahun, €l8AaaR kewaiibaR R=l8lakwkaFl BSRdaftaraR WlaFlEil setiao dapat dioerpanianq.I 
_ .•• ~_.~_ ~_••••_~ • __ _ •• __ • __0_··. _...l . 

tersebut berdiri tanpa rnenarnbah luas dan/atau merubah 
fungsi awal banqunan tersebut. 

Baqian Kelima
 
Jangka Waktu lzin
 

Pasal18
 
Retribusi Izin Ternpat Penjualan Minuman Beralkohol bedaku
 

yang larnanya 1, 3, 6 bulan 
atau 1 tahun 

Pasal 18 disempurnakan 

Pasal 24 Ayat (2) dan ayat (3) 
t.lIhilally"dll ~""::>Udi deng",r, 
permendagri Nomor 27 Tahun 
2009 

Pasal 30 disempumakan 

I 



1 

1_ ~ 1~ :2 

7 Persyaratan 
dan Tata Cara 
Mengajukan 
Perizinan 

8 Perubahan Tarif 
Retribusi 

9 I Penentuan 
Pembayaran, 
Tempat 
Pernoayaran, 
Angsuran dan 
Penundaan 
Pernbayaran 

I 

I 

1 

3 . -_ ..- .. _- ._-- ~ -~ ~ 

Bagian Keernpat 
Ma&a=~~ 

Pasal36 
Masa bertaku izln usaha perikanan beriaku selama usaha 
berlanqsunq denqan kewajtban melakukan pendaftaran 
ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. 

Pasal 37 
Persyaratan dan tata cara ~A98:iuan'8Aziftafl tertentu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal38 
(1)	 Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiqa) I (1) 

tahun sekali 
(2)	 Penrnauan tarif Retribusi sebaqairnana pada ayat (1) I (2) 

dilakukan dengan rnemperhatikan indeks harga dan 
perkembanqan perekonomian. 

(3)	 Penetapan perubahan tarit retribus: sebaqairnana I (3) 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati 88t818R~gn8~lta8i e8n~8RDPRQ. 

BAS XII 
PEMUNGUTl\MRi:rRI9Yal 

SasieR /(888t~ 

~atiFCQFe Pem~ 

Pasal 40 
II (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokurnen lain yang dipersarnakan. 
(2) Dokumen lain yang dipersarnakan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau 
harga tanda masuk (HTM), kupon, kartu 
berlangganan, dan tanda bukti penerirnaan. 

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, 

4 

Bagian Keempat
 
Jangka Waktu lzin
 

Pasal 36
 
(1) SIUP berlaku selarna perusahaan melakucan
 

keqiatan usaha perikanan	 .1 
(2)	 SIPI dan SIKPI berlaku selama selama 1 (satu) 

tahun dan dapat diperpanjanq. 

Pasal 37 
Persyaratan dan tata cara pengajuan perizman tertentu 
diatur denqan Peraturan Supati dan berpedornan pada 
peraturan perundanq-undanqan. 

(1) 
(2) 

(3) 

Pasal38 
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tI9a) 
tahun sekali 
Peniniauan Tant Retribusi sebaqaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan rnernperhatkan 
indeks harga dan perkembangan perekonorman. 
Penetapan tarif retribusi sebaqaimana dlmaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAA~
 

PEMBAYARAN
 
Pasal 44
 

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen 
lain yang persarnakan. 
Dokumen lain yang dipersarnakan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon 
dan kartu langganan. 

(4)	 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dirnaksud 
pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas 
n~pr:=lh 

I 5
I~ 

I 

Pasal 37 disempurnakan 

Pasat 38 disernpurnakan 

i 
Pasal 44 drsempumakan 
dan menambahkan ayat 
(1) dan ayat (2) baru 

I 

I	 I (5) Tata cera pelaksanaan pernunqutan Retnbusi I
J_~	 ___ J~ <:!~~tapka~ lebi~ la.':ltuJ-9E!~,,!n P~E~!ll!~r.:U?l!~ati L~__~ . 
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10 Penaqinan BAS XIV BAB XIV Pasal 46 disempurnakan 
P-EMBA¥AAAN=OAN PENAGIHAN RETRiBUSI PENAGIHAN RETRIBUSI 

Ba§ian Kesatu 
l~f'l [(1) Retribusi 

Pasal46 
terutanq harus dilakukan 

II 
secara I 

(1) 
Pasal46 

P~afl retribusi yang terutanq harus dHtt~ I (2) 
tunal/lunas 
Pembayaran retribusi sebaqaimana dirnaksud pada 

.1 

!I 

~l:l£Jc, ayat (1) dilakukan selarnbat-larnbatnya 15 (lima 
(2) Retribusi yang terutang dllunasi setambat-lambatnya betas) han seiak diterbitkannya SKRD, atau 

15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya 
dokumen lain yang dipersarnakan. 

SKRD atau 
I (3) 

dokumen lain yang dipersarnakan. 
Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, 

~=Pendapat~r. peffl\jAgutaJr-----retr+busi· aieet€*kQfi angsuran dan pembayaran retribusi diatur dengan 
sekMuhn~Q ke Kas Daerafl-c Peraturan Bupati. 

(4) Tata cara pernbayaran, penyet~~ ternpat 
pernbayaran ~~Iafljut dengan 
Peraturan Bupati. 

BagilaR Kedua 
+eta CaFa P~af'l 

Pasal47 
~-8+l9QihaR ~i yang 6elum=di~atsu~ 

, dibayaf~s .GfbaysF seslAili oengem SKRD 
ataY= g81<umen laiR· ySA8 dipersamal<iln, d~lalwkQA 

clel1Qiim -meA9Qooakan-STfW d8fl-aidahltltth~ 

mem6sri 81:lF8t- TeQWfeRatsw SI:lFst Pefinsstsl'l atew 
Sl:lfst 4ain· yang sejenie, 6likeluarl<61R 7 (tujWR) ·haR 
sejal< saat jatul=I tempe pem&6lyaf9n. 

{~)OaI8m ~ii willd~t~ul=l)-har4 89t9181=1 tanggal 
Surat Te8UraA iltau eYfat PalingatEm atau &Yfiltlain 
~ Sej8Ais disampeikaA, . wajib -fetfi&uei . ReHj& 
mel\jne&i - retribu8i yeAg· ·b9kJm dibayar at~tidak 

~yar8tau~Q~ 
t~----Stn'8t~,---Surat.. PeringiitQl¥ at&U=&Yfat latA yaRQ 

sejeRis .. sebagaimaRa oimaksud .peGa ayat ~ 

Ai~h IQrl.t~ ~1eI+--Bup8M eteu Peiabat V8RQ oit~ 

t J__ ~ _ I 
J 
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1- 11"1~ ! Penquranqan.
'I 

Kerinqanan.
11 

I
Penundaan, dan 
Pembebasan 

, Retnbusl 

"12 Tata Cara 
Penghapusan 

; Piutang RetrlbusiIYang Kedaluwarsa 

Sanksi Aomlmstrast 

: -~--	 -~-.- - ~- "-~-'

Pasal48 
(1)	 Bupati dapat membenkan penquranqan, kerinqanan, 

penundaan, dan pernbebasan Retribusi kepada wajib 
retnbusi. 
Pemberian penguranqan. kennqanan, penundaan, dan 
pembebasan Retribusi sebaqaunana dimaksud pada ayat 
( 1), dapat dibenkan denqan memperbankan Janis retnbusi, 
kernarnpuan wajib retribusi, dan faktor lain diluar 
kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan 
perundanq-undanqan yang bertaku 

(3)	 Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan 
pernbebasan retnbusi diatur dengan Peraturan Bupati 
8stslal;l 8erl<OFU;ljlta6i EleR~aR QPRQ, 

BAS XVI
 
~JJW,A.RaA PENAGI HAN.-DAN
 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
 
KEDAlUWi\RSA
 
8agiQR Kesatw
 

Ke~\tJarsa PeAagihaFl
 
Pasal49
 

8agiaR Ke(jwa
 
PeRs:lRa~l46ar;;l PiwtaR~ RetFilil14si yaR9 Ke61ah:lwar&a
 

P%'l<;al "in
 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk rnelakukan penagihan sudan kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penqhapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebaqalrnana dirnaksud 
pada ayat (1). 

(3)	 Tata cara penqhapusan piutang Retribusi yang sudan 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal54 
~~Dalam hal wajto retnbusl tertentu tidak membayar tepat 

'1 pada waktunya atau kurang rnernbayar, dikenakan sankst 

4 

Pasai48 
(1) Bupan dapat rnernberikan penquranqan kermqanan, 

penundaan, dan pembebasan Retribus! kepada wajib 
retribusi. 
Pemberian penquranqan. kerinqanan. penundaan. dan 
pernbebasan Retnbusi sebaqaimana dunaksud pada avat 
(1). dapat dibenkan denqan rnernperhatikan J€mIS 

retnbust, kemampuan wajib retnbusi dan faktor lam 
diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan 
perundanq-undanqan yang berlaku. 

II (3) Tata cara pengurangan, kerinqanan, penundaan, dan 
pernbebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati 

BAS XVI
 
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
 

KEDALUWARSA
: 
Pasai49 

I	 Pasal 50 
(1)	 Piutang Retnbusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

I	 hak untuk rnelakukan penaqihan sudah kedaluwarsa 
dapat dlhapuskan. 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3)	 Tata cam penqhapusan piutang Retnbus: yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupatr. 

Pasal54 
Dalam hal wajib retriousi tertentu tioak mernoayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan dari retri.bUSi yang terutang yang tidak atau kurang I bulan dari retribusi yang terutang yang ndak atau Kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dibayar dan ditagih dengan menqqunakan STRD

I , f2~coP~~ihaFl f9tMu&iterldteU~i sBllagaifRaRa €liFAaksl,l€l f)mta I 

3yat (1) EMahbllld1 g8~~aA ~14rat I 8~ 

5 

, Pasal 48 disernpurnakan 

Judul bab disempurnakan 

Pasal 50 disempurnakan 

Pasal 54 disernpurnakan 
dengan menghilangkan ayat 
(2) 

_._-1____________. _. _~_~ . . __. ~. ~~ . _~ ._~L_ ., .__.__ .._. ~__ . ...
I 
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14 Ketentuan Penutup	 p~Sal 5; --- ... - _.~- -.._~ Pasal 57 IPasal 57 dl:ernpumakan, 

Pada saet Peraturan Daerah In! mula! berlaku, maka . Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai bertaku, rnaka Ipencabutan Perea dalarn 
3:~-att·mm· DamaR Kae~~atEln bi*l'lf*#lQo ~aFat~~=~ a. Peraturan Daerah Kabupaten t.amou ng Barat Nomor 17 ' Raperda dila] ukan terhadap 
~R 1Qgi ~~j;lEltrib+Jsi·4~iR ~~' Tahun 1998 tentanq Retribusi lzin Gangguan (t.ernberan IPerea yang dratur dalarn 
Reflg§kf~l~n; Daerah Kabupaten t.arnpunq Barat Tahun Nornor ,I Raperda sedanqkan 

b	 Peraturan Daerah. Kabupaten t.arnpunq Sara! Nornor T? Tambahan. Lembaran Daerah Kabupaten l.arnpunq Barat Perd:a yang hdak diatur d8.lam I' 

Tahun 1998 tentanq Retribusi Izrn Gangguan: Nornor ).	 Raperda ini dicabut denqan 
c.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SaralNomor 19 b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 I Perda tersendin 

Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan; Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Mendirikan Banqunan 
d Peraturan Daerah Kabupaten Lampung BaratNomor 20 (Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 

Tahun 1998 tentang Retribus: Izin Trayek; Nomor. .. , Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
&:	 PeralwraR Qasraf:l Ka9l,lpahilR· bampYRS lIarat· I>le~Qr Qi Lampung Barat Nornor. .. ); 
~ 2Qg1 tSFltaFlS ~8lri8wei IziR· P8Fl~YSaRaaR, c Peraturan Oaerah Kabupaten Lampung Barat NomoI' 20 
~19laan Elan PembiRaan Ueal:la SaraRS IilwrWFl!1j Walet Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Trayek (l.ernbaran 
Eli ~a9itat Alami (iFl 6itl:l~ daFl ~a~ Q0:l6llaFi (ell 6it... ~: Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun.... NomOI .... , 

h	 PefatwFUFI·QaeraA Ka9~f3atsFl ballipuRS 8arat I>IeR19r 1Q Tarnbahan lembaran Daerah Kabupaten lampung Barat
I. Tat:.lwFl2QQ1 t8F1tan€l . Retrililygi li!!iA Ps~YniwtaR eaFi Nomor.. .): 
I ~aataJ1 . ~~=Bt+~y~~;raFlal4~ d Pereturan Daeral1 Kabupaten l.ampunq BaratNomor 07 ' 

~aR!atal,4loll,4tan baiRRya; Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha 
~~=P~rallc4)a8FaRKaliH!F3ateR b:::U:;lFl~lR§ QaFat filemer Qi Perikanan (Lernbaran Oaerah Kabupaten Lampung Barat 

TaI:lUl~ ~QQ2 teRtaFlg ROtFl9usi IziR· P8RsswRa;;u1jalaR Tahun Nomor.., Tambahan l.embaran Daerah 
SelaiR tH~twk Kef18F1tif:lsan baJuliRtiie; Kabupaten lampung Barat Nomor. ); 

Ac.	 P8rahmilFlQa8raRKa9Y~at8R b,un~mFl§8aFat I>lemer~ e Peraturan Oaerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 
Tal1wR ;;?QQ2 taRtaRS RetFi13b1si YaFl!!i bS!!lElS; Tahun 2008 tentang Retribusi lzin Usaha Kepariwisataan 

1-~~4~aorgh K39UflGltElfll<)ffif9HFl~ Ramt Nemer 12 j tt.ernbaran Daerah Kabupaten t.ampunq Barat Tahun . I 
Tat.lwFI 2Q02 tSRtang RetFibbl€1 PSRyeFtaaR QekbimeFi NomoI'..... , Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
PelelaRsaFi Pn~Y8k; Lampung Barat Nomor. ... ); 

t+	 Perat~FaR QasFah Ka9~~ateFl' baFR~~RS QaFat ~lemeF Qi Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Tal·nm 2gg~ t8RtlilFiS Relri9b115i IziR Usal:la .Iaea KeFlstrwksi; 

k..	 P9ratwraR Qaerah·· Kaewpaten· baFR~~RS .!!larat ~lemer QQ
 

~2QQ4teRtaR~ REltfi~Hjsi li!iFl Usal:la 80m Par;u;laftaraR
 
KegiataR IFl9wstri QaR PsrsasaRglilR;
 

I	 Peraturan Oaerah Kabupaten Lampung BaratNomor 07
 
Tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan;
 

m Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03
I 
Tahun 2008 tentang Retribusi lzin Usaha Kepariwisataan
 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
!	 J ._- -- 
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15 I Penetapan Ditetapkan di Liwa 
pada tanggaf 
iiURo,TIbA,MPY~IG BARAT, 

MUKHLlS BASRI 

16 I Penielasan 

I .. -..L

PasaJ59 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran 
Lampung Barat. 

Ditetapkan dl Liwa 
pada tanggal 
BUPATI LAMPUNG BARAT, 

MUKHlIS BASRI 

..~'--~-

Daerah Kabupaten 

GUBERNUR LAMPUNG
 

ttd
 

SJACHROEDIN Z.P.
 

Pasal 59 disempurnakan 

Disempurnakan dengan 
rnemberi spasi pada nama 
jabatan yang menetapkan 

Disesuaikan dengan hasil 
koreksi pada batang tubuh 


